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MOTTO

Kerjakanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati, bukan hanya karena orang lain mengatakan
bahwa Anda harus mengerjakannya, melainkan karena Anda percaya bahwa Anda harus
mengerjakannya. Semprotan yang bekerja setengah hati hanya akan membasahi setengah

taman pula *¥*)

*%) J. Donald Walters. 2000. Rahasia Kecil Keberhasilan: Kanisius
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RINGKASAN

Pengusaha-pengusaha Indonesia khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) saat ini masih banyak yang digolongkan dalam golongan ekonomi lemah dan rata-
rata masih membutuhkan modal tambahan, guna memperlancar dan memajukan usahanya di
bidang perekonomian. Dalam hal ini pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan untuk
memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit, baik bank pemerintah maupun bank swasta
yang dikoordinasi oleh Bank Indonesia. Bank dalam memberikan fasilitas kredit wajib
mensyaratkan adanya suatu jaminan bahwa debitur mampu untuk melunasi kewajibannya.
Sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Rumusan masalah yang dibahas ialah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit
dengan jaminan fidusia pada PD BPR Kota Kediri dan akibat hukum dalam pelaksanaannya
serta upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi pada PD BPR Kota Kediri. Oleh karena
itu, skripsi ini menganalisis tentang TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN AKIBAT HUKUMNYA
PADA PD. BPR KOTA KEDIRI.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah untuk meninjau
pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada PD. BPR KOTA Kediri, akibat
hukum dalam pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan Fidusia, serta upaya penyelesaian
apabila debitur wanprestasi pada PD. BPR KOTA Kediri.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
dan konseptual (conceptual approach), yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin di dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian penulis melakukan langkah-langkah penelitian
hukum dan bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah
serta dianalisis dengan metode preskriptif.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PD BPR Kota Kediri

dilakukan secara tertulis dengan akta notaris yang berbentuk standard kontrak. Pembebanan
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jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mengingat jumlah kredit
yang diberikan kecil. Akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan
fidusia pada PD BPR Kota Kediri menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing
pihak. Hak PD BPR Kota Kediri yaitu mendapatkan barang jaminan apabila terjadi eksekusi,
keamanan terhadap barang jaminan, mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau
kehilangan atas barang jaminan serta kepercayaan dari pihak debitur. Yang menimbulkan
kewajiban dari pihak debitur, yaitu memberikan kepercayaan kepada pihak bank, melunasi
hutang sesuai dengan isi kesepakatan perjanjian dan menyerahkan barang jaminan kepada
kreditur apabila terjadi eksekusi barang jaminan. Hak dari pihak debitur ialah menguasai
barang jaminan dan mendapatkan kredit dari bank apabila telah terjadi penandatanganan
perjanjian kredit. Kemudian menimbulkan kewajiban pihak bank yaitu memberikan kredit dan
melakukan usaha pencegahan prefentif apabila terjadi kredit bermasalah. Upaya penyelesaian
apabila debitur wanprestasi (jika terjadi kredit bermasalah), dilakukan dengan cara
kekeluargaan. Penyelesaian kekeluargaan yang dilakukan pihak PD BPR Kota Kediri ialah
dengan cara menghubungi debitur melalui telepon, dengan tujuan memberikan peringatan
lisan. Apabila peringatan tersebut tidak tercapai maka diberikan Surat Peringatan secara
tertulis kepada debitur hingga 3 kali, dengan masing-masing diberikan tenggang waktu. Surat
Peringatan | dan Surat Peringatan 2 diterbitkan oleh pihak bank apabila Debitur setelah 7
(tujuh hari) dan 1 (satu) bulan waktu jatuh tempo pembayaran kredit belum membayar. Surat
Peringatan 3 ialah surat peringatan terakhir yang diterbitkan oleh pihak bank apabila Debitur
setelah 2 (dua) bulan waktu jatuh tempo pembayaran kredit belum membayar. Apabila tidak
berhasil akan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan. PD BPR Kota Kediri masih
menggunakan cara pendekatan kekeluargaan dengan pertimbangan faktor kemanusiaan dan
menjaga nama baik debitur dan kreditur.

PD BPR Kota Kediri sebaiknya melakukan pendaftaran perjanjian kredit dengan
jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan
hukum tetap. Untuk menghindari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan sebaiknya dilakukan
pengasuransian terhadap barang jaminan agar bank dapat mendapatkan ganti rugi atas

kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut dan tidak memberatkan debitur.

X1V
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BAB 1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Kepentingan dan kebutuhan akan penyediaan dana dalam perkembangan
perekonomian Indonesia dirasakan semakin meningkat. Dapat dikatakan seperti dua (2) sisi
mata uang. Di satu sisi ada masyarakat yang memiliki dana akan tetapi tidak memiliki
kemampuan untuk mengusahakannya dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang
memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada dana. Untuk mempertemukan
keduanya, diperlukan perantara yang bertindak sebagai kreditur yang menyediakan dana dan
debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana. Sehingga kemudian timbul perjanjian hutang
atau disebut juga dengan perjanjian kredit.

Pengusaha-pengusaha di Indonesia yang masih digolongkan dalam golongan ekonomi
lemah dan rata-rata masih membutuhkan modal tambahan, guna memperlancar dan
memajukan usahanya di bidang perekonomian perlu diberi bantuan modal berupa pemberian
kredit, khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seperti yang
disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa “Fungsi utama perbankan
Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dalam hal ini
pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan untuk memberikan bantuan modal dalam ruang
lingkup perkreditan, yang penyelenggaraan pelaksanaan kredit ini banyak direalisasikan oleh
bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang dikoordinasi oleh Bank Indonesia.

Bank dalam memberikan fasilitas kredit, wajib mensyaratkan adanya suatu jaminan
bahwa debitur mampu untuk melunasi kewajibannya. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 8
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa “Dalam memberikan kredit, bank umum wajib
mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-

hutangnya sesuai yang diperjanjikan.”
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Kediri sebagai kota industri kecil di wilayah Jawa Timur, menggugah Pemerintah
Kota Kediri yang memiliki modal untuk medirikan suatu Bank Perkreditan Rakyat, yang
kemudian dikenal dengan PD. BPR Kota Kediri dimana modal terbesar dimiliki oleh
Pemerintah Kota Kediri. Adapun tujuan pendiriannya sesuai dengan pasal 4 Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8§
Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, yaitu untuk
membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan Perbankan bagi masyarakat
menengah kebawah di wilayah Kediri dan sekitarnya melalui berbagai sektor usaha yang pada
akhirnya dapat menciptakan tatanan perekonomian nasional dengan memprioritaskan
ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum
memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian (analisis) yang seksama terhadap watak,
kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dan arus kas dari debitur (6 C). Disamping itu,
demi kepentingan usahanya dan demi keamanan dana yang dipinjamkan kepada debitur, maka
kreditur mengadakan perjanjian tambahan, yang berisi tentang syarat-syarat adanya barang
Jaminan dengan debitur, guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah
disepakati.

Ada beberapa jaminan yang dikenal dalam Hukum Perdata. Pertama, gadai, yang
diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPerdata, yaitu mengatur tentang penjaminan khusus pada
barang bergerak. Kedua, hipotik, yang diatur dalam pasal 1162-1178 KUHPerdata, yaitu
mengatur tentang jaminan atas barang tidak bergerak. Ketiga, hak tanggungan, yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Keempat, fidusia, yang sekarang pengaturannya
tidak lagi dengan yurisprudensi, akan tetapi telah diatur dalam suatu perundang-undangan
yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Widjaya dan Yani.
2003: 4-5)

Fidusia menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik
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benda.” Peranan jaminan dalam bentuk jaminan fidusia dalam perjanjian kredit merupakan
salah satu jaminan yang paling tepat dan paling banyak dipergunakan oleh masyarakat kecil
atau golongan ekonomi lemah. Dengan alasan, proses pembebanannya dianggap sederhana,
mudah dan cepat, dan barang jaminan masih dapat digunakan oleh debitur untuk usaha.
Kadangkala ditemui kesulitan dalam penggunaan jaminan fidusia di dalam perjanjian kredit.
Hal tersebut dikarenakan barang jaminan tidak berada dalam penguasaan kreditur atau
pemegang fidusia, akan tetapi berada dalam penguasaan debitur, sehingga masyarakat umum
beranggapan bahwa barang fidusia tersebut adalah milik debitur. Selain itu, pihak lain tidak
mungkin mengetahui bahwa barang tersebut sudah dialihkan hak miliknya secara fidusia.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skripsi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana perjanjian
kredit dengan jaminan fidusia dalam perkembangannya di dalam praktek perbankan di
Indonesia khususnya di Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisis tentang
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA PD. BPR KOTA
KEDIRIL.”

1. 2. Ruang Lingkup

Menghindari adanya penulisan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok
permasalahan serta bahasan yang ditulis agar tidak terlalu luas tanpa arah, maka perlu dibatasi
ruang lingkup materi yang akan dibahas. Ruang lingkup dari materi yang akan di bahas adalah
Hukum Perbankan, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada
PD. BPR KOTA Kediri. Akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan

fidusia serta upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi.
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1. 3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan
dibahas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PD. BPR
KOTA Kediri?
2. Apakah akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
pada PD. BPR KOTA Kediri?

3. Bagaimanakah upaya penyelesaiannya apabila debitur wanprestasi?

1. 4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua (2) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. 4. 1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:
a. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu tugas dan syarat yang harus di penuhi
guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi
dengan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
¢. Untuk perkembangan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata.

1. 4. 2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis
mengenai :
a. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh PD. BPR KOTA Kediri.
b. Akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

¢. Upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi.
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1. 5. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor yang sangat penting dalam penulisan suatu karya
ilmiah. Penulisan skripsi tidak terlepas dari metode yang digunakan agar penganalisaan
terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang di dapat juga
tepat. Metode yang digunakan berupa : Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum,
Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisa Bahan Hukum.

1. 5. 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah berupa peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau lazim disebut sebagai pendekatan perundang-undangan (statute
approach) terutama yang berhubungan dengan permasalahan serta pendekatan konsep

(conceptual approach). (Marzuki. 2005: 95)

1. 5. 2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan skripsi yang
dipergunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum. Di dalam penulisan
skripsi ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini terdiri
dari perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia dan Perusahaan Daerah, Peraturan
mengenai Bank Perkreditan Rakyat, PD. BPR Kota Kediri dan pelaksanaan pemberian
kredit dengan jaminan fidusia PD. BPR Kota Kediri dengan Bapak X.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penulisan

skripsi ini meliputi buku-buku teks yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia itu sendiri.
(Marzuki. 2005: 141)
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1. 5. 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penulisan skripsi ini, menggunakan pendekatan konseptual untuk
mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan
adalah Peraturan-peraturan, seperti : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 22/ PBI/ 2004
Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 26/ 167/ KEP/ BPPP tanggal 29 Maret 1994 tentang Penyempurnaan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/ 22/ KEP/ DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan
buku hukum yang mempunyai relevansi dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan
jaminan fidusia pada PD. BPR Kota Kediri dengan Bapak X. Serta bahan non hukum hasil
wawancara dengan PD. BPR Kota Kediri. (Marzuki. 2005: 196)

1. 5. 4. Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, penulis pertama-tama melakukan langkah-langkah
penelitian hukum, yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-
bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum;
(3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang
telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum; dan (5) memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam
kesimpulan. (Marzuki. 2005: 171)

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta
dianalisis dengan metode preskriptif. Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang
telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian
hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.
Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan perskripsi tersebut bukan merupakan suatu

fantasi atau angan-angan kosong. (Marzuki. 2005: 206-207)
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2. 1. Fakta

Seorang Bapak yang bernama X (identitasnya dirahasiakan), mempunyai usaha jual
beli telepon seluler dan warung internet di Kediri. Pada tanggal 15 November 2004, Bapak X
mengajukan permohonan kredit pada PD. BPR KOTA Kediri. Bapak X mengajukan
permohonan kredit sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dipergunakan
untuk biaya renovasi rumahnya dan juga untuk memperbesar usahanya tersebut.

Barang jaminannya berupa kendaraan bermotor roda empat jenis Toyota Kijang tahun
1990 dengan Nomor Polisi AG 1244 AA, dengan Nomor BPKB 6351824, atas nama Bapak X
tersebut. Setelah dilakukan survey dan analisis oleh pihak PD. BPR KOTA Kediri, maka pada
tanggal 20 November 2004 kredit tersebut direalisasi Rp 10.006.000,00 (sepuluh juta enam
ribu rupiah). Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan pihak bank dari harga pasar sebesar
Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dikalikan 75% untuk penyusutan
sehingga menjadi harga taksasi dengan harga sebesar Rp. 29.250.000,00 (dua puluh sembilan
Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pihak PD. BPR KOTA Kediri memberikan patokan
untuk plafon kredit sebesar 75% dari harga taksasi .

Jadi maksimal kreditnya sebesar kurang lebih Rp. 21.900.000,00, akan tetapi pihak PD
BPR KOTA Kediri setelah melakukan survey dan analisa kredit dengan pertimbangan 6 C
maka kredit tersebut dapat menyetujui sebesar Rp. 10.006.000,00 (sepuluh juta enam ribu
rupiah). Jangka waktu kredit yang diambil adalah 24 bulan, terhitung dari tanggal 23
November 2004 sampai dengan 23 November 2006 dengan sistem pembayarannya adalah
setiap bulan, yaitu angsuran pokok dan bunga. Setiap bulannya Bapak X wajib membayar
angsuran sebesar Rp 529.675,00 (lima ratus ribu dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh
puluh lima rupiah). Hasil ini berdasarkan jumlah angsuran pokok dan angsuran bunga yang
telah ditetapkan pihak bank.

Bank dalam hal wanprestasi akan melakukan upaya penyelesaian dengan cara

pendekatan secara kekeluargaan. Baik lewat telepon maupun dengan datang menagih

langsung ke rumah debitur.

| WLIK UPT PERPUSTAKAAN

| UNIVERSITAS JEMBER
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2. 2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a.

Pasal 1131 KUHPerdata
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian menjadi

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

. Pasal 1132 KUHPerdata

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang vang
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut
keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali
apabila di antara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

. Pasal 1233 KUHPerdata

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-

undang”.

. Pasal 1313 KUHPerdata

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™.

. Pasal 1320 KUHPerdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

. Pasal 1338 KUHPerdata

“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya”.

. Pasal 1754 KUHPerdata

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana yang satu memberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
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2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
a. Pasal 1 angka 4

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

b. Pasal 1 angka 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.

c. Pasal3

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dan
dana masyarakat™.

d. Pasal 8 ayat 1

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

a. Pasal 1 angka 1
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tetap dalam
penguasaan pemilik benda”.

b. Pasal 1 angka 2

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap
berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidu-
sia terhadap kreditur lainnya.
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c. Pasal4
“Jaminan Fidusia merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

d. Pasal 5 ayat 1
“Pembebanan beban dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam
bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia™.

e. Pasal 24

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian
Pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari
perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

f. Pasal 25

1. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima fidusia:
¢. Musnahnya Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Musnahnya Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan
klaim asuransi

g. Pasal 29 ayat 1

Apabila debitur atau Pemberi fidusia cidera janji, dieksekusi terhadap benda yang
menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan terhadap eksekutorial oleh Penerima fidusia:

b. Penjualan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan
Penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

¢. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
Pemberi dan Penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

h. Pasal 30
“Pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia

dalam rangka pelaksanaan jaminan fidusia”.

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 22/ PBI/ 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas
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Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kota Kediri.

2. 3. Landasan Teori
2. 3. 1. Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih™. Dengan kata lain, rumusan ini menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian
lahirlah suatu kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu
atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian
akan selalu ada 2 (dua) pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur)
dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). (Widjaya dan
Yani. 2003: 13)

Menurut Subekti (2005: 1),

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kemudian

timbullah suatu hubungan antara dua orang atau pihak yang membuatnya. Bentuk
perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Sesuai dengan pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang”. Jadi, perjanjian-perjanjian
tersebut pada umumnya konsesuil. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk
sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan akta
notaris.

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah menganut “Sistem Terbuka”. Yang
artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
membuat perjanjian yang berisi apa saja yang diinginkan para pihak asal tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka dalam hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan bagi
masyarakat yang membuat perjanjian, dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

_—-‘
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Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Menekankan pada kata “semua”,
memberitahukan kepada masyarakat boleh membuat perjanjian yang syarat dan ketentuan
dalam perjanjian ditentukan atau diatur sendiri oleh para pihak dan perjanjian yang dibuat
tersebut mengikat para pihak seperti undang-undang. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik
atau dibatalkan kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak. (Sutarno, 2005: 75).
Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsesualisme. Arti asas
konsesualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah
dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. (Subekti, 2005: 15)

Sutarno (2005; 78) menambahkan bahwa selain asas konsesualitas dalam hukum
perjanjian, juga perlu diperhatikan asas pacta sunt servanda, yang artinya setiap janji adalah
mengikat, dengan kata lain setiap perjanjian harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah (dalam arti “mengikat™) apabila sudah tercapai
kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Menurut Subekti (2005: 17)
dalam pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu
antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang

mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal

yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Sepakat juga mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki

pihak lainnya. Jadi, pihak-pihak dalam perjanjian harus mempunyai kemauan yang

bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan secara tegas atau
diam. Sepakat juga berarti ada kebebasan para pihak dan tidak ada unsur tekanan yang
mengakibatkan adanya cacat dari kebebasan itu. Kesepakatan itu dianggap tidak ada
apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau
penipuan. (Sutarno, 2005: 80)
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya,

setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya.
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Dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap
untuk membuat suatu perjanjian :
a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
¢. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang,
dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang
membuat perjanjian tertentu.

Dilihat dari sudut rasa keadilan, orang yang membuat perjanjian harus terikat
oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar
akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Jika dari sudut
ketertiban, orang yang membuat suatu perjanjian itu harus sungguh-sungguh berhak
bebas berbuat dengan harta kekayaannya. Oleh karena itu, orang yang tidak sehat
pikirannya, tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikulnya dan masih
dibawah pengampuan, maka kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum
dewasa yang harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Ketidakcakapan seorang perempuan yang bersuami dalam KUHPerdata, ada
hubungan dengan sistem yang dianut hukum perdata barat, yang menyerahkan
kepemimpinan dalam keluarga itu kepada suami. Namun, ketentuan tersebut sudah
dicabut karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman. Dalam praktek,
para notaris, sekarang sudah mulai mengizinkan seorang istri untuk membuat suatu
perjanjian tanpa bantuan suami. Hal ini terdapat dalam SEMA Nomor 3/ 1963 tanggal
4 Agustus Kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh

Indonesia.

. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan
hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang
dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, sudah ada atau
sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat dan jumlahnya
tidak perlu disebutkan, asal kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.
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4. Suatu sebab yang halal
Suatu sebab atau causa yang halal artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab
yang halal atau yang diperbolehkan oleh Undang-undang.
Kriteria sebab yang diperbolehkan menurut Sutarno (2005: 81-82) adalah: .

1. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Maksud
dari sebab atau causa yang bertentangan dengan Undang-undang yang jelas,
tampak adalah batal demi hukum artinya sejak semula perjanjian dianggap tidak
pernah ada dan para pihak tidak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian.

2. Perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dan sebab atau causa yang
bertentangan dengan kesusilaan adalah relatif tidak sama wujudnya di seluruh
dunia.

3. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, jika syarat tidak dipenuhi, perjanjian tersebut
bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya
perjanjian itu dibatalkan. Pihak tersebut ialah pihak yang tidak cakap atau pihak yang
memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Dan selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas
permintaan pihak yang meminta pembatalan, yang berarti perjanjian tetap berlaku. Dengan
demikian, perjanjian tersebut tidak pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang
mentaatinya.

Sutarno (2005: 78) lebih lanjut menjelaskan :

Dikatakan syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau pihak yang membuat
perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat
dibatalkan (cancelling) oleh salah satu pihak yang tidak cakap. Arti dapat dibatalkan
oleh salah satu pihak adalah salah satu pihak dapat melakukan pembatalan atau tidak
melakukan pembatalan.

Syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu
batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak
pernah ada suatu perikatan. Jika para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk
melahirkan suatu perikatan hukum maka tujuan tersebut akan gagal. Dengan demikian, tiada
dasar untuk saling menuntut di depan hakim, dalam bahasa Inggris disebut null and void.

Syarat-syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian meskipun telah dipenuhi, tetapi
perjanjian juga dapat dibatalkan oleh salah satu pihak jika salah satu pihak dalam perjanjian

tersebut melakukan wanprestasi. Akibat hukum suatu perjanjian dibatalkan karena syarat-
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syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian tidak dipenuhi atau karena dibatalkan salah
satu pihak karena wanprestasi, yaitu:
a. Hak dan kewajiban para pihak kembali kepada keadaan semula seperti sebelum
adanya perjanjian;

b. Para pihak harus mengembalikan hak-hak yang telah dinikmati. (Sutarno. 2005: 90)

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan (oleh
hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Nasib suatu perjanjian
seperti itu tidak pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak yang memintanya. (Rahman.
1998: 137)

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam suatu perjanjian lahirlah suatu kewajiban atau
prestasi dari satu pihak atau lebih kepada satu atau lebih orang yang berhak atas kewajiban

atau prestasi tersebut.

2. 3. 2. Pengertian Tentang Perjanjian Kredit

Kata “kredit” berasal dari kata Romawi credere artinya percaya. Dalam Bahasa
Belanda istilahnya vertrouwen, dalam Bahasa Inggris believe atau frust or confidence,
yang artinya percaya. Kepercayaan adalah unsur yang paling penting dan utama dalam
pergaulan hidup manusia. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang
dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berkhianat atas kewajiban atau tugas
vang dipikulkan kepadanya. Dalam hal perkreditan, kredit (dalam arti pinjaman uang)
atau kredit barang hanya orang yang dipercaya yang mendapat pinjaman uang dari
kreditur bank atau lembaga keuangan non bank. Orang yang mendapat pinjaman uang
dari bank adalah orang yang dipercaya, orang tersebut akan mampu dan mau untuk
mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya disertai imbalan bunga, menggunakan
pinjaman sesuai tujuan.

(Sutarno. 2005: 92)

Menurut D. Gandaprawira (dalam Usman, 2001: 236)

Dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai
kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui
bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.
Seperti yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
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Berdasarkan pengertian kredit tersebut, lebih lanjut Sutarno (2005: 95) menyebutkan
bahwa elemen-clemen kredit adalah:

Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang;:

penyedia atau pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan;

berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit;

dalam jangka waktu tertentu:

adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai dengan
jumlah bunga atau imbalan.

o e L e

Acuan dalam perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam pasal
1754 KUHPerdata yang berbunyi perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian antara pihak
yang memberikan barang kepada pihak lain dengan jumlah tertentu dan dengan syarat pihak
yang meminjam akan mengembalikan dengan barang dan keadaan yang sama pula.

Pengertian di atas mengandung arti yang luas yaitu meliputi perjanjian pinjam-
meminjam benda atau barang yang habis dipakai dan pinjam uang, yang kemudian
hari peminjam harus mengembalikan dengan jenis yang sama (uang) disertai uang atau
imbalan kepada pihak yang meminjamkan. (Sutarno. 2005: 96)

Menurut Sutarno (2005: 98)

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian
kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani Bank dan Debitur maka tidak ada
perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dan debitur
yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam
pemberian atau pinjaman kredit, yang diikuti dengan perjanjian jaminan. Oleh karena
itu, perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah
perjanjian ikutan atau accesoir yang berarti ada dan berakhirnya perjanjian jaminan
tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit berlaku sejak
ditanda tangani kedua belah pihak, kreditur dan debitur. Kreditur sudah mencatat suatu
kewajiban menyerahkan uang dengan mencairkan uang secara bertahap sesuai
perjanjian. Dalam pembukuan bank dicatat dalam posisi of balanced yang dalam
akuntansi disebut dengan komitmen. Komitmen artinya bank setiap saat siap untuk
menyerahkan uang kepada debiturnya sesuai dengan permintaan debitur sepanjang
memenuhi syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika bank secara riil telah
menyerahkan uang maka dalam pembukuan akan dicatat pada posisi on balanced oleh
bank, artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. Jadi meskipun
perjanjian kredit telah ditanda tangani oleh bank dan debitur namun jika debitur belum
menarik uangnya maka perjanjian kredit tersebut dianggap belum terjadi.

Pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan

akta dibawah tangan maupun akta notarial. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan

bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit
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yang dilakukan oleh Bank, sehingga bank tidak di rugikan dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada Bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu.
sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek
yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan
yang memadai bagi bank. (Usman, 2001:264)

Menurut Sutarno (2005:129-130), perjanjian kredit yang telah ditanda tangani para
pihak, baik yang berbentuk akta dibawah tangan ( dibuat para pihak sendiri ) atau dalam
bentuk akta otentik (dibuat oleh dan dihadapan notaris), mempunyai fungsi-fungsi sebagai
berikut:

I. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan
adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditur dan debitur. Hak
debitur adalah menerima pinjaman dan menggunakan sesuai tujuannya dan kewajiban
debitur mengembalikan hutang tersebut baik pokok dan bunga sesuai waktu yang
ditentukan. Hak kreditur untuk mendapat pembayaran bunga dan kewajiban Kreditur
adalah meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan kreditur berhak menerima

pembayaran kembali pokok dan bunga.

b

Perjanjian kredit dapat digunakan scbagai alat atau sarana pemantauan atau
pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan
ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit. Untuk mencairkan kredit

dan penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.

(V%)

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian
ikutannya yaitu perjanjian pengikatan Jaminan. Perjanjian kredit pada umumnya
dijamin dengan benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak milik Debitur atau
milik pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.

4. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang
Debitur artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak
memberikan kekuasaan langsung kepada Bank atau kreditur untuk mengeksekusi
barang jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya (wanprestasi).
Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara Bank dan Debitur

sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk

mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit

—_J
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termasuk salah satu jenis atau bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dalam praktek
Bank, ada dua (2) bentuk perjanjian kredit, yaitu:

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan artinya
perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada
Debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank,
biasanya Bank sudah menyiapkan formulir dalam bentuk standard (standaardform)
yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap.

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. yang dinamakan akta otentik
atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang
notaris namun dalam praktek, semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan
oleh bank dan kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta

notariil. (Sutarno. 2005:100)

Jadi perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam antara para pihak yang
memberikan barang kepada pihak lain dengan jumlah tertentu dengan syarat peminjam akan
melunasi hutangnya dan mengembalikan barang dan keadaan yang sama pula setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. 3. 3. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan, menurut pasal 1131 KUHPerdata ialah “Segala kebendaan si berhutang, baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan™.

Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada Kreditur, maka segala
kebendaan milik debitur akan dijual pada umum dan hasilnya akan dibagi antara para
Kreditur. Seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 1132 KUHPerdata.

Fungsi jaminan fidusia adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk
mendapatkan pelunasan dari kredit penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur
tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Jaminan yang baik atau ideal
menurut Subekti (dalam Sutarno. 2005: 142) adalah jaminan yang memenuhi persyaratan :

l. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang
memerlukan;

ot R O
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2. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan
(meneruskan) usahanya;

3. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi vaitu bila perlu dapat mudah
divangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang
ditkat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan
perjanjian kredit yang dibuat kreditur dengan tujuan menghindarkan adanya resiko debitur
tidak membayar hutangnya.

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan.
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sering
disebut sebagai hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada
yurisprudensi. Maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur
(penerima Fidusia) merupakan hubungan hukum vang berdasarkan kepercayaan. Pemberi
fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah
diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi
fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.
(Widjaya dan Yani. 2003: 118-119)

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia, menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikkannya dialihkan tetap
dalam penguasaan pemilik benda™.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik berwujud
maupun tidak berwujud, yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia dan yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Pemberi Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

I. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan
saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.

2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada
wanprestasi dari pihak debitur.

3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek Jaminan fidusia harus dikembalikan
kepada pihak pemberi fidusia.
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4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka
sisa penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.
(Fuady. 2003: 4)

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan
pengertian mengenai fidusia dan jaminan fidusia. Dalam pengertian tersebut terdapat unsur
atau elemen pokok jaminan fidusia adalah:

Jaminan fidusia adalah agunan maka unsur untuk pelunasan utang;

utang yang dijamin jumlahnya tertentu;

objek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud,

benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak

Tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan

Pemberi Fidusia;

5. jaminan fidusia memberikan hak preverent atau hak diutamakan kepada kreditur
tertentu terhadap kreditur lain;

6. hak milik atas benda jaminan berpindah kepada kreditur atas dasar kepercayaan

tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

(Sutarno. 2005: 206)

PR f) s

Jaminan fidusia bersifat accesoir artinya jaminan fidusia bukan hak yang berdiri
sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.
Perjanjian pokok dapat menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi dan
dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik tergantung pada ketentuan hukum
yang mengatur materi perjanjian.

Sifat accesoir dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada pasal 4 Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa “Jaminan fidusia
merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi
para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Perjanjian jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian accesoir memiliki sifat sebagai
berikut:

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
b. keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
c. sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan
yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. (Widjaya
dan Yani. 2003: 131)
Jaminan fidusia yang bersifat ikutan atau accesoir ini menimbulkan konsekuensi.

dalam hal piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia beralih kepada kreditur lain maka
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jaminan fidusia yang menjaminnya demi hukum ikut beralih kepada kreditur baru. Pencatatan
peralihan hak jaminan fidusia didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin.

Konsekuensi yuridis dari keberlakuan prinsip accesoir ini adalah :

a. Tidak ada perjanjian jaminan hutang jika karena sebab apa pun, perjanjian kreditnya
tidak eksis, baik karena kebatalan, pembatalan atau putusnya perjanjian;
b. Tidak mungkin ada jaminan kredit atas kredit yang belum ada.

(Fuady. 2002: 72-73)

Perjanjian fidusia merupakan suatu perjanjian yang accesoir, maksudnya adalah
perjanjian accesoir itu tidak mungkin berdiri sendiri tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang
merupakan perjanjian pokok. Konsekuensi dari perjanjian accesoir adalah jika perjanjian
pokok tidak sah maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian accesoir juga ikut
batal. (Fuady. 2003: 19)

Berdasarkan uraian di atas, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda dan hak kepemilikannya tetap dalam
penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak
baik berwujud maupun tidak berwujud yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia dan
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur

lainnya.

2. 3. 4. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dinyatakan bahwa “Bank
Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran”.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam kegiatan usahanya secara konvensional diatur
dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 22/ PBI/ 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 32/ 4/ UPPB tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 32/ 36/ KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Prinsip syariah.
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BPR dapat didirikan dan menjalankan usaha di kecamatan dan di desa-desa di luar ibu
kota Negara. Ibu kota provinsi dan ibu kota kotamadya/ kabupaten. BPR dapat pula membuka
cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan. Bentuk hukum BPR ini bisa
perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Usahanya dapat menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Pemberian kreditnya terutama
diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

Usaha bank yang berjenis Bank Perkreditan Rakyat, usahanya lebih sempit
dibandingkan dengan usaha yang dijalankan Bank Umum. Di dalam pasal 13 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan, disebutkan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;

c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito
berjangka. sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan usahanya. sebagaimana diatur dalam
pasal 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dilarang :

menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

melakukan penyertaan modal;

melakukan pengasuransian;

melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.

U = S

Larangan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan kegiatan usaha Bank
Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan
masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu, jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh
Bank Perkreditan Rakyat disesuaikan dengan maksud tersebut. (Usman. 2001: 214)

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan
izin Dewan Gubernur Bank Indonesia dan hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga

negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Pemerintah Daerah. Sebagaimana dijelaskan

P e ———
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dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 22/ PBI/ 2004 Tentang Bank Perkreditan
Rakyat.

2.3. 5. Pengertian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri

Menurut pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa.,

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

a. Perusahaan Daerah;

b. Koperasi;

c. Perseroan Terbatas;

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Perusahaan Daerah
menyatakan bahwa, “Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan
Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan
kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan
Undang-undang.” Jadi, Perusahaan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk hukum
perusahaan yang dibentuk oleh daerah setempat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD BPR adalah
suatu perusahaan daerah yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri yang
modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan,
seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kota Kediri menjelaskan bahwa, “Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang
perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Kota Kediri.” Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8
Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri disebutkan

bahwa, “Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri adalah Perusahaan
Daerah (PD).”
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BAB 3. PEMBAHASAN

3. 1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia pada PD. BPR KOTA
Kediri

Bank pada umumnya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam

menjalankan usahanya, perbankan harus berprinsip pada pemberian kredit yang sehat

sehingga selain dari pihak perbankan yang untung, dari pihak masyarakat nasabah juga

diuntungkan karena telah dibantu dalam hal dana. Dalam menjalankan usahanya, bank harus

memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Prinsip-prinsip pemberian kredit dalam perbankan vaitu :

X

Prinsip Kehati-hatian

Prinsip yang memerintahkan kepada pihak bank sebagai kreditur agar dalam
memberikan kredit berpedoman pada keyakinan akan itikad baik dan kemampuan
debitur dalam mengembalikan pinjamannya. Sesuai pasal 8 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan.

Prinsip Commanditering Verbot

Prinsip yang dipegang pihak bank sebagai kreditur bahwa kreditur tidak mau tahu
pada keadaan debitur setelah pencairan kredit diberikan oleh pihak bank. Dan
apabila terjadi sesuatu, pihak debitur tetap diwajibkan untuk melaksanakan
kewajibannya.

Prinsip Pengenalan Nasabah

Prinsip yang digunakan pihak bank sebagai kreditur untuk mengetahui identitas
nasabah, memantau kegiatan nasabah termasuk pelaporan transaksi yang
mencurigakan dengan menggunakan pedoman The Six’ C of Credit Analysis

Nasabah (6 C).

25
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Masyarakat atau calon debitur pada khususnya, yang akan meminjam kredit dari bank
harus dapat membuktikan kelayakan usaha memberikan jaminan serta memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan
kredit maka untuk dapat terlaksananya pemberian kredit sebelumnya harus diadakan
persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis.

PD. BPR KOTA Kediri dalam menjalankan usahanya menawarkan 3 (tiga) macam
produk kredit, yaitu:

1. Kredit Pasar diperuntukkan bagi:
a. pedagang di pasar-pasar (Kredit Modal Kerja);
b. pedagang pracangan/ kakilima/ kios/ warung di perumahan (Kredit Modal
Kerja), dengan plafon kredit kurang dari Rp. 1.000.000,00;
c. pedagang pasar grosir (Kredit Investasi dan Modal Kerja), dengan plafon
kredit lebih dari Rp. 1.000.000,00.
2. Kredit Umum diperuntukkan bagi :
a. pedagang pertokoan diluar pasar (Kredit Modal Kerja). Dengan plafon lebih
dari Rp. 1.000.000,00:
b. sektor industri rumah tangga atau industri kecil lainnya (Kredit Modal Kerja).
dengan plafon lebih dari Rp. 1.000.000,00;
c. sektor pertanian, peternakan dan perikanan (Kredit Modal Kerja), dengan
plafon lebih dari Rp. 1.000.000.,00;
d. pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, pendidikan, dan lain-lain
(Konsumtif), dengan plafon lebih dari Rp. 1.000.000,00.
3. Kredit Program diperuntukkan bagi :
a. Pegawai Negeri/ Swasta (Konsumtif dan Modal Kerja),
Angsuran dilakukan dengan cara potong gaji masing-masing melalui
bendahara. Bendahara gaji diberikan imbalan jasa realisasi kredit sebesar 0.5%
s/d 1% sekali dari plafon kredit dan setiap angsuran yang masuk sebesar 1%
s/d 2%. Plafon kredit tergantung nilai proyek, yang sesuai dengan Batas
Maksimal Pemberian Kredit (BMPK).
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b. Program Pemerintah melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, dan lain-lain. Hal
ini dalam rangka membantu masyarakat sesuai program Pemerintah yang
dicanangkan (Kredit Modal Kerja). Plafon kredit yang dapat diberikan
tergantung dari nilai proyek atau lebih dari Rp. 350.000.000,00.

c. Proyek Pemerintah Kota Kediri, atas nama CV rekanan Pemerintah Kota

Kediri.
Realisasi pembayaran kredit ini melalui Kepala Bagian Keuangan Pemerintah
Kota Kediri dengan termin sesuai perkembangan fisik proyek (Kredit Modal
Kerja). Plafonnya lebih dari Rp. 350.000.000,00 atau tergantung dengan nilai
proyek.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PD. BPR KOTA Kediri
termasuk dalam kredit umum. Sebelum memperoleh kredit umum tersebut, setiap pemohon
kredit harus memenuhi prosedur pemberian kredit antara lain pihak pemohon kredit yang
bermaksud untuk mendapatkan kredit dengan jaminan fidusia, terlebih dahulu datang ke PD.
BPR KOTA Kediri khususnya ke bagian kredit untuk memperoleh keterangan lengkap dari
petugas BPR tersebut. Pemohon akan diberikan formulir permohonan kredit, yang harus diisi
lengkap. Formulir tersebut berisi data pemohon, data pekerjaan pemohon, data suami/ istri
dari pemohon dan permohonan kredit yang akan diperlukan oleh pemohon. Dengan
persyaratan awal kredit umum, yaitu :

a. fotocopy Kartu Keluarga rangkap 2;

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri rangkap 2;

c. fotocopy barang jaminan rangkap 2;

-

kwitansi jual/ beli kendaraan rangkap 2;

e. gesekan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan (cek fisik kendaraan) rangkap
2;

f. fotocopy STNK dan BPKB Pajak Kendaraan rangkap 2.

(Wawancara dengan Bagian Kredit PD BPR Kota Kediri tanggal 3 April 2006)
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PD. BPR KOTA Kediri tidak akan langsung memberikan kredit kepada pemohon.
Sebelumnya, pihak bank harus mendapatkan informasi mengenai data-data yang dimiliki
calon pemohon kredit, yaitu dengan mengadakan tanya jawab mengenai identitas pemohon,
tujuan penggunaan kredit, jumlah pinjaman yang diperlukan, keadaan usahanya, kesanggupan
pemohon membayar kembali, dan lain-lain. Data-data tersebut sangat diperlukan untuk
menilai keadaan dan kemampuan pemohon, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam
memberikan kreditnya.

Permohonan kredit apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan akan di
register dalam Buku Register Permohonan Kredit oleh Bagian Administrasi Kredit dan
kemudian diserahkan kepada Account Officer (AO) setelah diteliti kelengkapannya.
Berdasarkan permohonan kredit tersebut, bank akan melakukan survey dan analisa kredit
dengan tujuan untuk menyediakan sarana analisa kredit yang efektif dan efisien, dalam rangka
pengambilan keputusan kredit yang sehat.

Dana yang digunakan untuk pemberian kredit sebagian besar adalah milik masyarakat.
Oleh karena itu pemberian kredit selalu mengandung resiko. Jadi sebelum memberikan kredit
bank selalu melakukan penilaian atas permintaan kredit yang diajukan calon nasabah. Tujuan
adanya penilaian kredit, agar kredit yang akan diberikan selalu memperhatikan dan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Keamanan kredit (safety)
Artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dilunasi kembali.

b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (suitability)
Bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan
masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku.

¢. Menguntungkan (profitable)
Baik bagi bank sendiri berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu
berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. (Rahardja. 1997:107)

Permohonan kredit yang di survey oleh AO tersebut, meliputi The Six'C of Credit
Analysis Nasabah, yaitu :
1. Character (karakter calon nasabah)
Penilaian watak atau kepribadian calon debitur atau nasabah tersebut dimaksudkan

untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau

N 00000
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mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian
hari.

2. Capacity (kemampuan nasabah untuk mengembalikan)
Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan
kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya
di kelola oleh orang-orang yang tepat. Dan dalam jangka waktu tertentu mampu
melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Condition of Economic (prospek usaha)
Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu
maupun yang akan dating, schingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau
usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

4. Capital (kemampuan permodalan calon debitur)
Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai
masa lalu dan yang akan dating, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan
calon debitur yang bersangkutan.

5. Collateral (barang jaminan)
Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib
menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan
yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan
kepadanya. Untuk itu, sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan
dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya. maka agunan
tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau
pembiayaan yang tersisa.

6. Cash Flow
Merupakan arus kas penerimaan dan pengeluaran pada bank sebagai kreditur.

(Wawancara dengan Bagian Kredit PD. BPR KOTA Kediri tanggal 3 April 2006)

Account Officer (AO) kemudian akan membuat analisis kredit dengan mencantumkan
yang sebenarnya dari kondisi termasuk biaya hidup calon debitur dan bertanggung jawab atas

kebenaran analisis yang dibuat dan kelancaran angsuran kreditnya. Analisis kredit disertai

B T e



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

30

dengan berita acara komite kredit kepada Direksi atau Pimpinan untuk pemutusan kredit.

Keputusan terhadap permohonan kredit tersebut ada 3 (tiga) alternatif, yaitu :

a.

Ditolak

Maka akan dibuatkan surat pemberitahuan penolakan yang berdasarkan pada hasil
keputusan Komite Kredit.

Diterima

Berkas permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Administrasi Kredit kemudian
dibuatkan Surat Persetujuan Kredit.

Penilaian terhadap permohonan kredit tersebut dilakukan oleh seorang surveyor.
Diturunkan plafonnya.

Yang dilihat dari kemampuan calon debitur untuk mengangsur serta jangka waktunya.
Dengan adanya penurunan plafon maka di kemudian hari debitur dapat melunasi
hutang-hutangnya.

Surveyor tersebut bertugas untuk :

a. memberi dan menganalisis debitur yang mengajukan permohonan kredit;

b. membuat laporan dari hasil menganalisis ke bagian kredit;

c. mengajukan hasil survey kepada Direksi;

d. menagih setoran apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit.

Permohonan kredit setelah dianalisa dan disetujui oleh Pimpinan Bank maka Bagian

Administrasi Kredit mempersiapkan berkas-berkas akad kredit (perjanjian kredit dan

pengikatan jaminan) sebagai berikut :

a.
b.

perjanjian kredit rangkap 2:

pengakuan hutang rangkap 2;

yang bertujuan sebagai tanda penerimaan yang sah antara Debitur dan Kreditur sesuai
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku.

Surat Kuasa Menjual Kendaraan Bermotor 2 rangkap;

Fiducaire Eigendoms Overdracht (FEO) untuk jaminan barang bergerak (kendaraan
bermotor, dll):

Kartu Angsuran;

Slip droping/ realisasi kredit bermeterai cukup.
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Ketentuan surat kepemilikan barang jaminan (asli) disimpan oleh bank sedangkan fisik
barang jaminan dipergunakan debitur dengan status pinjam. Syarat pencairan kredit dengan
membawa tanda tangan suami istri dan fisik asli barang jaminan.

Permohonan kredit apabila ditolak dapat dikarenakan ada beberapa hal atau ketentuan-
ketentuan yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan bank. Misalnya, secara jaminan
tidak menutupi dari nilai taksasi yang maksimal 75% dari harga pasar, dokumen barang
jaminan tidak lengkap.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, bahwa “Pembebanan Benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta
notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia™. Dalam akta jaminan
fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam)
pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat ;

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia yaitu mengenai macam perjanjian
dan utang yang dijamin dengan fidusia;

c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, cukup dilakukan
dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat
bukti kepemilikannya.

d. nilai penjaminan;

e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. (Widjaja dan Yani. 2003: 142)

Perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris, mengingat objek jaminan fidusia
pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk
akta otentik yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek
jaminan fidusia.

Lampiran-lampiran yang harus ditanda tangani oleh calon debitur antara lain :

1. formulir permohonan umum;
persetujuan pinjaman;
perjanjian kredit;

pengakuan hutang;

SIS S S

hasil penilaian kendaraan bermotor;



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

6. fidusia;

7. tanda terima jaminan;

8. surat kuasa (kendaraan).

Surat kuasa ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PD. BPR KOTA
Kediri untuk menarik barang jaminan apabila debitur lalai dalam memenuhi
kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit.

(Wawancara dengan Bagian Kredit PD BPR Kota Kediri tanggal 3 April 2006)

Isi dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PD. BPR KOTA Kediri adalah
sebagai berikut :

1. Identitas para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pihak ke I adalah Debitur yang mengajukan kredit disertai dengan nama, alamat,

pekerjaan dan pihak Bank selaku pihak ke II, yang diwakili oleh Pimpinan Bank, yaitu
PD. BPR KOTA Kediri sebagai Kreditur.

2. Uraian mengenai benda jaminan.

Spesifikasi barang jaminan untuk pelunasan kredit meliputi jenis kendaraan, tahun

pembuatan, tipe kendaraan, Nomor Polisi kendaraan, nomor mesin, Nomor BPKB,

atas nama pemilik.

3. Klausula perjanjian kredit.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia,

antara lain :

a.

Klausula pertama. memuat tentang penyerahan dari barang jaminan secara
kepercayaan. Yang mengakibatkan pemilik barang jaminan tidak lagi sebagai
pemilik, akan tetapi sebagai peminjam. Dan kesanggupan pihak Debitur untuk
menyerahkan barang jaminan kepada pihak Kreditur jika diminta, yang
dikarenakan Debitur lalai dalam melakukan pelunasan hutangnya dan sanggup
untuk membayar denda-denda serta menanggung biaya dari penarikan yang
dilakukan oleh pihak Bank guna untuk pelunasan hutang si Debitur.

Hak pihak Kreditur untuk menjual barang jaminan baik di depan umum
ataupun di bawah tangan untuk keperluan pelunasan hutang Debitur, baik

dengan bunga maupun denda dan biaya-biaya lainnya.
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¢. Kewajiban pihak Debitur sebagi Peminjam barang jaminan untuk menjaga,
membetulkan segala kerusakan yang terjadi dengan biaya-biaya sendiri dan
larangan untuk mengikatkan hal tersebut kepada pihak lain.

d. Hak Kreditur untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi barang jaminan.

e. Kewajiban pihak Debitur untuk mengasuransikan barang jaminn.

f. Hak Pinjam akan menjadi hak milik apabila Debitur telah melunasi hutang-
hutangnya.

4. Tanggal perjanjian kredit.

5. Tanda tangan para pihak. (Formulir dapat dilihat dalam lampiran)

Perjanjian kredit tersebut kemudian dianalisis ulang oleh bagian Administrasi Kredit
sebelum diadakan penandatanganan perjanjian kredit, sehingga apabila terjadi kesalahan pada
isi perjanjian kredit tersebut, dapat diperbaiki sebelumnya, agar tidak terjadi perselisihan di
kemudian hari.Kedua belah pihak yang telah mencapai kata sepakat kemudian
menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia tersebut. Penandatangan
tersebut dilakukan bersama-sama dengan penandatanganan kredit. Penandatanganan kredit
dengan jaminan fidusia pada PD BPR Kota Kediri dilakukan secara tertulis dengan akta
notaris berbentuk standar kontrak. Standar kontrak disini artinya debitur hanya tinggal
menandatangani perjanjian yang sebelumnya sudah disiapkan oleh PD BPR Kota Kediri. PD.
BPR KOTA Kediri tidak mendafiarkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Kantor
Pendaftaran Fidusia. Hal ini dapat memberatkan debitur, karena debitur harus menambah
biaya pendaftaran dan tidak seimbang dengan kredit yang diambil debitur. Biaya pendaftaran
fidusia secara notariil sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan apabila terjadi kredit
macet, biaya akan bertambah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan perjanjian kredit pada PD BPR Kota
Kediri telah mengacu pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 22/ PBI/ 2004
Tentang Bank Perkreditan Rakyat yaitu bahwa, “Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya
disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .sebagaimana telah diubah dengan

R LTI R A
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional.”

3. 2. Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia
pada PD. BPR KOTA Kediri

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah atau debitur mensyaratkan adanya
jaminan. Jaminan ini sangat berguna untuk menjamin apabila debitur tidak dapat melunasi
hutangnya di kemudian hari. Oleh karena itu, nilai barang jaminan tersebut minimal harus
dapat melunasi hutangnya dan dapat menutupi seluruh jumlah kewajiban debitur yang berupa
jaminan pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena perjanjian
kredit tersebut. Debitur dalam mendapatkan kredit tersebut, dapat menggunakan jaminan
fidusia dengan benda-benda jaminan yang tidak hanya terbatas pada benda-benda tidak
bergerak saja tetapi juga pada benda-benda bergerak. Dalam hal ini, yang dimaksud barang-
barang tidak bergerak (tetap) adalah benda-benda yang bersifat hak tanggungan (tanah).
seperti misalnya tanah, mesin melekat dengan tanah, kapal laut bermuatan lebih dari 20 ton.
Sebagai kreditur, pihak bank akan melakukan segala upaya prefentif yang mungkin dilakukan
untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah. Namun tidak mustahil pada akhirnya kredit
tetap juga bermasalah, bahkan kadang kredit itu bukan saja sekedar tidak lancar atau
diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu pihak bank akan melakukan upaya-
upaya prefentif, yaitu melakukan upaya penyelamatan kredit.

Menurut Subekti (2005: 59) : “Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang
disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak™ Pengertian tersebut
menjelaskan bahwa, persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di
luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan dinamakan dengan keadaan
memaksa.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan pada PD BPR Kota Kediri, dapat
diketahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban antara PD BPR Kota Kediri dan Bapak X
(debitur). Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah:

Kewajiban dari pihak PD BPR Kota Kediri, yaitu:
1. memberikan kredit kepada debitur setelah terjadi penandatangan perjanjian kredit;
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2. melakukan usaha pencegahan prefentif apabila terjadi kredit bermasalah.
Hak dari pihak PD BPR Kota Kediri, yaitu:

1. mendapatkan kepercayaan dari pihak debitur;

2. mendapatkan barang jaminan apabila terjadi eksekusi dalam hal debitur wanprestasi;

3. mendapatkan keamanan terhadap barang jaminan;

4. mendapatkan ganti rugi dari kerusakan atau kehilangan atas barang jaminan.

Hak dan kewajiban dari Bapak X (debitur) adalah sebagai berikut:

Kewajiban dari Bapak X (debitur), yaitu:

I. memberikan kepercayaan kepada pihak bank;

2. melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian;

3. menyerahkan barang jaminan kepada kreditur apabila terjadi eksekusi barang jaminan.
Hak dari Bapak X (debitur), yaitu:

1. menguasai barang jaminan;

2. mendapatkan kredit dari pihak bank setelah terjadi penandatangan perjanjian kredit.

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa debitur menggunakan haknya
untuk tetap menguasai barang jaminan dan berkewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya
kepada pihak bank sebagai kreditur.

Pihak bank sangat menghendaki adanya keamanan pada barang jaminan dalam
perjanjian fidusia walaupun barang jaminan tersebut masih berada di tangan debitur. Keadaan
ini akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi, apabila benda yang dipergunakan sebagai
jaminan rusak atau hilang. Dan juga apabila kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada
debitur atau nasabah menjadi tidak lancar atau disebut juga menjadi kredit macet. Untuk
mengatasi masalah-masalah tersebut, pihak bank harus memperhitungkan mengenai
pembagian resiko yang akan timbul apabila kejadian tersebut benar-benar terjadi.

Barang jaminan yang rusak karena kecelakaan atau hilang karena pencurian dapat
mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan usahanya, sehingga debitur tidak dapat
melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya tepat pada waktunya.. Hal
tersebut akan mengkibatkan kredit menjadi tidak lancar atau macet, karena hutang-hutang
debitur belum dibayar lunas. Pihak bank disini tidak bertanggung jawab terhadap barang

jaminan tersebut, namun bank sangat tidak menginginkan adanya kredit macet. Sesuai dengan
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pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa.,
“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi
Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan
melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek
jaminan fidusia.”

Resiko itu dilimpahkan kepada Pemberi Fidusia. Hal ini karena Pemberi Fidusia tetap
menguasai secara fisik Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dia yang memakainya
serta sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut. Jadi sudah
sewajarnya Pemberi Fidusia yang bertanggung jawab atas semua akibat dan resiko yang
timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan Benda tersebut. (Widjaja dan Yani. 2003:
135)

Pada PD. BPR KOTA Kediri, resiko terhadap barang jaminan adalah tanggungan
debitur itu sendiri dan ditanggung dengan biaya sendiri pula. Pihak bank tidak ikut serta
dalam segala biaya-biaya yang ditanggung oleh debitur, baik untuk biaya pemeliharan dan
biaya pembetulan terhadap segala kerusakan. Untuk barang jaminan yang hilang karena
pencurian atau kecelakaan, pihak PD. BPR KOTA Kediri mempunyai kebijaksanaan untuk
debitur, yaitu akan mendapatkan potongan jumlah angsuran atau pelunasan hutang yang
belum jatuh tempo kredit. Yang dalam hal ini, diperlukan Surat Keterangan Kehilangan atau
kecelakaan dari Kantor Polisi setempat, yang merupakan tempat kejadian perkara. Potongan
jumlah angsuran diberikan apabila debitur membayar lunas sebelum perjanjian tersebut
berakhir, dengan ketentuan sisa pokok pada bulan tersebut ditambah 1 (satu) kali bunga
kedepan. Ketentuan tersebut berdasarkan sistem anuitas yang digunakan PD BPR Kota
Kediri. Namun pada dasarnya debitur harus mengganti barang jaminan sesuai dengan
perjanjian awal apabila barang jaminan tersebut rusak karena kecelakaan atau hilang karena
pencurian.

Piutang yang hapus karena pelunasan atau karena pelepasan hak, maka dengan
sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. “Hapusnya utang” ini antara
lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang
dibuat oleh kreditur. Seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
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Musnahnya Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim
asuransi, tidak diperjanjikan lain. Jadi, jika Benda yang menjadi objek jaminan fidusia
musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi
pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

(Widjaja dan Yani. 2003: 156-157)

Debitur dikatakan wanprestasi, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal yaitu:

1. Debitur pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila tidak membayar
jumlah hutang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tidak ditentukan apakah wanprestasi tersebut
didahului oleh pernyataan lalai dengan cara peneguran kepada debitur.

2. Debitur pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila lalai dalam
memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada bank dan cukup
dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit tanpa
perlu adanya surat teguran dari juru sita atau surat sejenis lainnnya.

3. masalah wanprestasi tidak diatur sama sekali dalam akta perjanjian jaminan fidusia
tetapi cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.

(Kamelo. 2004: 198)

Mengatasi kerugian yang akan timbul apabila barang-barang jaminan tersebut rusak
atau hilang, pihak bank akan mengambil langkah-langkah dengan mengasuransikan barang
jaminan kepada perusahaan asuransi. Dengan adanya asuransi maka kegunaannya untuk :

a. mengalihkan risiko kerugian sehingga paling tidak akan mengurangi risiko kerugian
yang disebabkan sesuatu hal;

b. dengan adanya musibah tersebut maka debitur tidak akan menghentikan usahanya.
Maka debitur tetap akan bertahan hidup dalam melanjutkan usahanya dan dapat
memenuhi kewajibannya sebagai debitur kepada pihak bank.

(Wawancara dengan Bagian Kredit PD BPR Kota Kediri tanggal 3 April 2006)

PD. BPR KOTA Kediri dalam praktek dan pelaksanaannya tidak melaksanakan
pengasuransian, mengingat jumlah pinjaman kredit relatif kecil. Jika dilaksanakan
pengasuransian terhadap barang-barang jaminan tersebut maka akan sangat memberatkan
pihak debitur. Hal ini dikarenakan segala biaya untuk pengasuransian akan dibebankan pada
debitur. Apabila terjadi kredit macet yang dikarenakan barang-barang jaminan rusak atau
hilang dan debitur menjadi tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang-

hutangnya. maka pihak bank akan melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit menurut
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kebijaksanaan PD BPR Kota Kediri. (Wawancara dengan Bagian Kredit PD BPR Kota Kediri
tanggal 3 April 2006)

Menurut Sutarno (2005: 264) untuk menentukan suatu kualitas kredit termasuk lancar,
dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dapat dinilai dari 3 (tiga) aspek
berikut, yaitu :

a. prospek usaha;

b. kondisi keuangan dengan penekanan arus kas;

¢. kemampuan membayar.

Permasalahan kredit macet tersebut agar tidak semakin berkembang, maka perlu
dideteksi gejala-gejala awal melalui hal-hal sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan Nasabah.

Penurunan kualitas ratio-ratio keuangan nasabah memerlukan pengawasan lebih serius

untuk menentukan apakah terdapat permasalahan terhadap kredit yang diberikan.

Untuk mengetahui kualitas kredit, maka perlu dideteksi hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat perputaran persediaan yang lambat;
2. kenaikan biaya produksi yang sangat tajam;
3. penjualan meningkat namun diikuti dengan penurunan keuntungan:
4. ratio keuntungan terhadap aset yang semakin menurun.
b. Pemantauan terhadap Bisnis Nasabah
1. Terjadi hubungan yang semakin menurun antara nasabah dengan suppliernya:
2. kehilangan 1 (satu) atau lebih pelanggan utama;
3. terjadi keterlambatan dalam mengantisipasi penurunan permintaan pasar.
¢. Pemantauan terhadap Perilaku Nasabah.
Dalam hal ini, bank mempunyai hak untuk memantau perilaku dan segala aktifitas
nasabah. Disini pihak bank harus peka terhadap segala perubahan dan segera
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Gejala-gejala yang harus diamati
antara lain :
1. Jika pihak bank mengadakan hubungan antar telepon namun oleh nasabah
tidak pernah di angkat atau di jawab;

2. adanya penjualan asset bisnis atau usaha nasabah yang tanpa meminta ijin
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atau pertimbangan dari pihak bank;

3. adanya pengembangan usaha yang di luar dari kesepakatan antara pihak
bank dan pihak nasabah;

4. kesehatan nasabah yang semakin lama semakin menurun karena suatu
penyakit yang di derita oleh nasabah.
(Wawancara dengan Bagian Kredit PD BPR Kota Kediri tanggal 3
April 2006)

Munculnya kredit bermasalah sering dimulai dengan berbagai indikasi dan gejala
sekedar memberikan indicator (red flag) bagi pihak bank. Oleh karena itu kredit bermasalah
dapat diibaratkan sebagai suatu penyakit yang perlu diwaspadai oleh dunia perbankan.
Petugas kredit harus mampu “membaca™ situasi yang diberikan oleh gejala-gejala tersebut.
Gejala ini merupakan tanda bahaya yang sangat berguna bagi bank dalam mengantisipasi
munculnya kredit bermasalah dan tanda bahaya ini merupakan upaya peringatan dini (early
warning sign) akan situasi kredit, karena kredit bermasalah itu sendiri tidak muncul secara
mendadak dan seketika. Umumnya tumbuh secara bertahap, dengan memberikan beberapa
gejala. Tanda-tanda tersebut seyogyanya harus dapat diketahui oleh petugas kredit bank
dengan melakukan deteksi secara dini. Ada beberapa sumber untuk melihat adanya gejala atau
indikasi kredit bermasalah, yaitu:

1. Perilaku Rekening (Account attitudes).

2. Perilaku Laporan Keuangan (Financial statement attitudes)

3. Perilaku Kegiatan Bisnis (Business activities attitudes)

4. Perilaku Nasabah (Costumer attitudes)

5. Perilaku Makro Ekonomi (Economic macro attitudes)
(Mahmoeddin. 2004: 28-42)

Sutan Remy Sjahdeini (dalam Usman. 2001: 296)

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin
terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan
schingga akhirnya kredit tersebut macet, maka bank akan melakukan tindakan-
tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah atau macet itu. Penyelesaian
atau penagihan kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk memperoleh

kembali pembayaran baik dari debitur maupun dari penjamin atas kredit bank yang
telah bermasalah.
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Bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah, seluruh pejabat bank terutama
yang berkaitan dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam
menangani kredit bermasalah tersebut.(Usman. 2001: 296)

Hal ini dikarenakan bahwa kredit yang bermasalah tidak mungkin terselamatkan dan
menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut
menjadi macet, sehingga bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau
penagihan kredit bermasalah tersebut. Penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu
merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran baik dari debitur atau
penjamin atas kredit yang telah menjadi bermasalah atau tanpa melikuidasi barang

jaminannya.

3.3 Upaya Penyelesaian Apabila debitur Wanprestasi

Setiap Bank dalam memberikan kredit, melakukan upaya untuk mencegah dan
menghindari adanya Debitur wanprestasi, yang diakibatkan karena kredit tidak dibayar sesuai
dengan yang telah diperjanjikan. Upaya pihak Bank untuk mencegah debitur wanprestasi
yaitu berupa pengawasan. Hal itu lebih baik dilakukan daripada tindakan yang dilakukan pada
saat setelah terjadi wanprestasi.

Tujuan PD. BPR KOTA Kediri melakukan pengawasan dalam pemberian kredit,
antara lain :

a. Menanamkan disiplin kredit, yaitu agar kredit yang diberikan kepada debitur
digunakan untuk tujuan yang telah disepakati serta dilaksanakan dengan ketentuan-
ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati.

b. Untuk menciptakan suasana yang baik dalam hubungan timbal balik antara Bank dan
debitur, yaitu saling percaya satu dengan yang lain.

c. Agar kegiatan usaha Debitur yang dibiayai dengan Kredit Bank dapat berkembang
dengan baik sesuai dengan rencana.

d. Agar dapat terlaksananya sistem administrasi yang baik dan teliti sehingga

mempermudah dalam menemukan penyimpang-penyimpangan yang terjadi.
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PD. BPR KOTA Kediri untuk menghindari adanya wanprestasi, sebelum memberikan

Kredit telah meneliti dengan teliti calon Debitur pada saat mengajukan permohonan kredit.

Namun dalam praktek dan pelaksanaannya pemberian kredit dengan jaminan fidusia tidak

selalu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, perlu ditentukan apakah Debitur

tersebut wanprestasi atau tidak. Menurut Subekti (2005:45). wanprestasi (kelalaian atau

kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

a
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c.
d

Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dialkukannya.

Menurut Sutarno (2005:264), kemampuan membayar lebih mudah dinilai karena

ukurannya jelas, yaitu antara lain:

a.

b.

Kredit digolongkan Lancar jika pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekening
baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan perjanjian kredit.

Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus jika terdapat tunggakan pembayaran
pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari (tiga bulan).

Kredit digolongkan Kurang Lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan
atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (enam bulan).

Kredit digolongkan Diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau
bunga yang telah melampaui 180 hai sampai dengan 270 hari ( sembilan bulan ).
Kredit digolongkan Macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga
yang telah melampaui 270 hari (sembilan bulan lebih).

Penggolongan kredit pada PD. BPR KOTA Kediri untuk kolektibilitas dibagi menjadi

3 (tiga), yaitu antara lain :

a. Kredit digolongkan Lancar jika tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok
dan bunga sampai dengan 90 hari.

b. Kredit digolongkan Kurang Lancar jika tidak terdapat tunggakan pembayaran
pokok dan bunga 90 sampai dengan 180 hari.

c. Kredit digolongkan Diragukan jika tidak terdapat tunggakan pembayaran
pokok dan bunga 180 sampai dangan 360 hari.

d. Kredit digolongkan Macet jika tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok
dan bunga lebih dari 360 hari.
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Penggolongan kolektibilitas kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 26/ 22/ KEP/ DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif
dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yaitu antara lain:

1. Kredit digolongkan lancar apabila memenubhi kriteria dibawah ini:
a. Kredit dengan angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
1. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan
karena penarikan;
ii. terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
a. belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa
angsurannya kurang dari 1 bulan;
b. belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa
angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan;
c. belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa
angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih.
1ii. terdapat tunggakan bunga tetapi:
a. belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa
angsurannya kurang dari 1 bulan;
b. belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa
angsurannya lebih dari 1 bulan.
iv. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melam
paui 15 hari kerja.
b. Kredit dengan angsuran di luar KPR;
i. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok:
ii. terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
c¢. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran:
i. kredit belum jatuh waktu dan tidak terdapat tunggakan bunga:
ii. kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum
melampaui 3 bulan;
ii. kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangan
nya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang;
iv. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktu belum melampa-
ui 15 hari kerja.
d. Cerukan rekening Koran.
Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15
hari kerja.
Dengan besar penyisihan yang harus dibentuk sekurang-kurangnya sebesar
0.5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.
2. Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenubhi kriteria dibawah ini:
a. kredit dengan angsuran di luar KPR :
i. terdapat tunggakan angsuran pokok yang:
a. melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan
masa angsuran kurang dari 1 bulan;
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b. melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang
masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan;
¢. melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang
masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih;
ii. terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melam-
paui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja:
iii. terdapat tunggakan bunga yang:
a. melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit
dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan;
b. melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit
yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
b. Kredit dengan angsuran untuk KPR:
Melampaui tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan
tetapi belum melampaui 9 bulan.
¢. Kredit tanpa angsuran:
i. kredit belum jatuh waktu dan:
a. terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi
belum melampaui 6 bulan;
b. terdapat penambahan plafond atau kredit baru yang
dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga.
ii. kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar tetapi belum melam-
paui 3 bulan;
iii. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah
melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
d. Kredit yang diselamatkan:
1. tidak terdapat cerukan rekening giro yang telah melampaui 15
hari kerja dan terdapat tunggakan;
ii. terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi criteria pada kredit
dengan angsuran di luar KPR dan kredit dengan angsuran;
iii. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah
melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.
Dengan penyisihan yang harus dibentuk sekurang-kurangnya sebesar 10%
dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi
dengan nilai agunan yang dikuasai.
. Diragukan
Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi
kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan
bahwa :
a. Kredit masih dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-
kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya.
b. Kredit tidak diselamatkan tetapi nilai agunannya masih bernilai sekurang-
kurangnya 100% dari hutang peminjam.
Dengan penyisihan yang harus dibentuk sekurang-kurangnya sebesar 50% dari
aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan
yang dikuasai.
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4. Macet
Kredit digolongkan macet apabila:
a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak

digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan
kredit.

c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri
atau Badan Urusan Piutang Negara (BPUN) atau telah diajukan
penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Dengan penyisihan yang harus dibentuk sekurang-kurangnya sebesar 100% dari
aktiva produktif yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan
bank setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.

Langkah-langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya
dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

b. Pengamanan prefentif
Pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit.

¢. Pengamanan represif
Pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah
mengalami ketidak-lancaran kredit. Jadi, pengamanan kredit pada hakekatnya
adalah memperkecil resiko bahkan sampai pada menghilangkan resiko yang
mungkin terjadi maupun sudah terjadi. (Tje’ Aman. 1989: 3)

PD. BPR KOTA Kediri, dalam melakukan tindakan korektif jika terjadi gangguan
pada kredit yang diberikan, antara lain berupa:

1. Penjadualan kembali kredit yang sudah jatuh tempo (rescheduling), yaitu
perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran.
Misalnya, dengan memperpanjang jangka waktu dan jangka angsuran
maksimal 6 bulan, penurunan jumlah angsuran sebesar 5%.

2. Persyaratan kembali kredit dari kemampuan usaha untuk mengangsur
(reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit
yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau
syarat lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
Seperti misalnya, kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran selama 6 bulan,

penurunan suku bunga sebesar 5% atau sesuai dengan kebijakan Direksi,

e e
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pembebasan bunga, serta pengkoversian kredit jangka pendek, kredit jangka
menengah atau jangka panjang.

3. Penataan kembali kredit dari usaha debitur untuk mengangsur (restructuring),
yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank.
Dengan memberikan tambahan kredit, misalnya 10% atau sesuai dengan
kebijakan Direksi, memberikan tambahan modal dari pemilik maupun modal
dari bank.

4. Penjualan barang jaminan.

5. Menyerahkan penagihan pada Pengadilan Negeri.

6. Menghapuskan pinjaman.

Penanganan kredit bermasalah, pada PD. BPR KOTA Kediri mempunyai cara

penyelesaian tersendiri, yaitu:

1

Secara kekeluargaan.
Upaya yang ditempuh adalah dengan cara pendekatan kepada debitur dengan
memberikan saran-saran serta himbauan-himbauan agar debitur mau membayar
hutangnya.
Pemberian peringatan.
Upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan surat peringatan kepada
Debitur. Surat peringatan tersebut terbagi dalam tiga tahap yaitu:
a. SP 1 ( Surat Peringatan Pertama).
Yaitu surat peringatan yang diterbitkan oleh pihak Bank apabila Deditur
setelah 7 (tujuh) hari waktu jatuh tempo pembayaran kredit belum
membayar.
b. SP 2 ( Surat Peringatan Kedua)
Yaitu surat peringatan yang diterbitkan oleh pihak Bank apabila Deditur
setelah 1 (satu) bulan waktu jatuh tempo pembayaran kredit belum

membayar.
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c. SP 3 ( Surat Peringatan Ketiga)
Yaitu sprat peringatan terakhir yang diterbitkan oleh pihak Bank apabila
Deditur setelah 2 (dua) bulan waktu jatuh tempo pembayaran kredit belum
membayar. Selain itu dalam surat ini juga dilampirkan surat kuasa
penarikan terhadap barang jaminan.
3. Pemberian keringanan bunga dan denda.
PD. BPR KOTA Kediri mempunyai kebijaksanaan tersendiri terhadap kredit yang
akan diberikan keringanan bunga dan dendanya dengan kewenangan Direksi.
Misalnya, keringanan bunga dengan pemotongan bunga harian dari 30 hari atau 1
bulan. Apabila memungkinkan dapat pula diberikan penghapusan bunga dan denda
tersebut.
4. Pemberian waktu untuk melunasi kreditnya.
PD BPR KOTA Kediri memberikan perpanjangan waktu kepada debitur untuk
melunasi kreditnya, akan tetapi sebelumnya sudah terjadi penawaran antara pihak
Bank dengan Debitur tentang waktu yang telah dijanjikan Kreditur untuk melunasi
hutangnya dengan kewenangan Direksi. Misalnya, perpanjangan waktu untuk
mengangsur maksimal 1 bulan setelah jatuh tempo.
5. Eksekusi terhadap barang jaminan.
Di dalam perjanjian kredit antara Debitur dengan PD. BPR KOTA Kediri telah
disebutkan bahwa apabila debitur selama waktu yang telah ditetapkan tidak
membayar atau melunasi hutangnya maka akan dilakukan eksekusi terhadap
barang jaminan. Barang jaminan akan ditarik dan diamankan oleh pihak Bank
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
6. Penghapusan hutang.
Kebijaksanaan tentang penghapusan hutang dilakukan oleh PD. BPR KOTA
Kediri apabila kredit tersebut sudah digolongkan macet dan semua cara
penyelesaian sudah dilaksanakan akan tetapi Debitur ternyata tetap tidak dapat
membayar dan melunasi hutangnya pada PD. BPR KOTA Kediri.

R0
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. Debitur atau pemberi fidusia apabila cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang
menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh
penerima fidusia dan penjualan atas benda tersebut melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan
antara pemberi dan penerima fidusia agar mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan
para pihak. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia.

Penjualan benda yang menjadi objek fidusia pada PD. BPR KOTA Kediri dilakukan
dengan cara pelelangan secara terbuka hal ini dimaksudkan agar penjualan diharapkan
memperoleh harga tinggi. Namun apabila pelelangan secara terbuka tidak dapat memperoleh
harga yang tinggi sesuai yang diharapkan maka dimungkinkan dilakukan penjualan dibawah
tangan asalkan hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak demi untuk mendapatkan
harga tertinggi.

Widjaya dan Yani (2003:160-161) menyebutkan bahwa:

Penjualan benda yang menjadi objek fidusia harus melalui pelelangan umum, karena
dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh harga yang paling tinggi . Namun
demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan
menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia maupun
penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut
disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan
penjualan tersebut dipenuhi.

Pelaksanaan eksekusi harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang
terbit di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihal-pihak yang
berkepentingan. Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan
kepada pihak-pihak berkepentingan. Eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
yang bertentangan dengan cara-cara tersebut, dinyatakan batal demi hukum. Dalam rangka
eksekusi atau penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia maka pemberi fidusia wajib
menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kreditur atau penerima
fidusia. (Sutarno. 2005: 222)

Penjualan benda jaminan yang dijual secara di bawah tangan, disyaratkan bahwa

pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak eksekusi diberitahukan
secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan dan
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diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang terbit di daerah yang bersangkutan. Ratio
yuridis penjualan benda jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh
biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perlu kesepakatan
antara debitur dengan kreditur tentang cara menjual benda jaminan fidusia. Misalnya, apakah
yang mencari pembeli adalah debitur atau kreditur. Uang hasil penjualan diserahkan kepada
kreditur untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. Kalau ada sisanya, uang tersebut
dikembalikan kepada debitur pemberi fidusia, tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi
hutang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya. (Kamelo. 2004: 358-359)
Syarat-syarat agar eksekusi di bawah tangan dapat dijalankan, antara lain:
1. Harus diperjanjikan.
2. Dapat dilakukan manakala harga tertinggi yang menguntungkan kedua
belah pihak dapat dipenuhi dengan eksekusi bawah tangan.
3. Penjualannya baru dapat dilakukan setelah melewati tenggang waktu satu
bulan setelah diberitahukannya secara tertulis kepada para pihak.
4. Dilakukan dengan jalan mengumumkannya di dua surat kabar setempat
atau media cetak lainnya.
5. Tanpa ada pihak yang menyatakan keberatan. (Fuady. 2003: 64)

Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga
menyatakan bahwa: “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan
fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”. Apabila pemberi fidusia tidak
mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi
dilaksanakan maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan
fidusia. Jika diperlukan pihak penerima fidusia dapat meminta bantuan kepada pihak yang
berwenang. Hasil eksekusi jaminan fidusia tersebut bila melebihi dari nilai penjaminan maka
pihak penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia,
namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang Debitur maka menjadi
tanggung jawab debitur atas hutang yang belum dibayar dengan adanya surat pernyataan
untuk melunasi kekurangan kredit yang dilegalkan notaris dengan mengacu pada nomor

perjanjian kreditnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerdata.
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PD. BPR KOTA Kediri dalam pelaksanaannya masih memberikan toleransi kepada
debitur sebelum proses eksekusi terhadap barang jaminan dilaksanakan. Cara-cara yang
dilakukan yaitu :

. Memberitahu terlebih dahulu kepada debitur sebelum proses eksekusi barang
jaminan dilakukan dengan jalan mendatangi kediaman debitur.

2. Jika hal tersebut tidak ada tanggapan maka diberikan peringatan secara tertulis
kepada debitur hingga tiga kali.

3. Melakukan penyelesaian-penyelesaian secara damai yang saling menguntungkan
kedua belah pihak, contohnya : pemberian kesempatan kepada debitur untuk
melunasi hutangnya, keringanan bunga dan denda, dan lain-lain.

Cara-cara tersebut apabila tidak dapat dilaksanakan maka PD. BPR KOTA Kediri
akan melaksanakan proses eksekusi barang jaminan debitur.

Penyelesaian terhadap kredit bermasalah di PD. BPR KOTA Kediri lebih dilakukan
dengan cara pendekatan kekeluargaan dengan pertimbangan-pertimbangan:

1. Faktor kemanusiaan.

2

Menjaga nama baik debitur.

(FS]

Menjaga citra Bank sebagai kreditur.

Pada fakta Bapak X tidak terdapat wanprestasi, seperti misalnya barang jaminan rusak
karena kecelakaan atau hilang karena pencurian ataupun tidak membayar hutangnya. Hal ini
dikarenakan Bapak X membayar hutang-hutangnya baik pokok maupun bunga setiap bulan,

tepat waktu dan menggunakan kredit sebagaimana permohonan yang diajukan. Sampai saat

skripsi ini ditulis, perjanjian kredit masih berjalan karena perjanjian tersebut berakhir tanggal

23 November 2006.
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan dalam pelaksanaan kredit dengan

jaminan fidusia pada PD. BPR KOTA Kediri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

L.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PD BPR Kota Kediri
dilakukan secara tertulis dengan akta notaris yang berbentuk standard kontrak.
Pembebanan jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
mengingat jumlah kredit yang diberikan kecil.

Akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PD
BPR Kota Kediri menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak
PD BPR Kota Kediri yaitu mendapatkan barang jaminan apabila terjadi eksekusi,
keamanan terhadap barang jaminan. mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kerusakan
atau kehilangan atas barang jaminan serta kepercayaan dari pihak debitur. Yang
menimbulkan kewajiban dari pihak debitur, yaitu memberikan kepercayaan kepada
pihak bank, melunasi hutang sesuai dengan isi kesepakatan perjanjian dan
menyerahkan barang jaminan kepada kreditur apabila terjadi eksekusi barang jaminan.
Sedangkan hak dari pihak debitur ialah menguasai barang jaminan dan mendapatkan
kredit dari bank apabila telah terjadi penandatanganan perjanjian kredit. Kemudian
menimbulkan kewajiban pihak bank yaitu memberikan kredit dan melakukan usaha
pencegahan prefentif apabila terjadi kredit bermasalah.

Upaya penyelesaian PD. BPR KOTA Kediri apabila debitur wanprestasi (jika terjadi
kredit bermasalah), maka dilakukan dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian
kekeluargaan yang dilakukan oleh PD BPR Kota Kediri ialah dengan cara
menghubungi pihak debitur melalui telepon, dengan tujuan memberikan peringatan
lisan. Apabila peringatan tersebut tidak tercapai maka diberikan surat peringatan 1

secara tertulis. Jika Surat Peringatan 1 tidak berhasil maka diberikan Surat Peringatan
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2 dan Surat Peringatan 3, dengan masing-masing diberi tenggang waktu. Apabila
upaya tersebut tidak berhasil juga, maka dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan.

4. 2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam perjanjjian kredit dengan jaminan fidusia pada PD. BPR KOTA Kediri
sebaiknya pihak bank mendaftarkan perjanjian tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia
agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2. Upaya PD. BPR KOTA Kediri untuk menghindari keadaan-keadaan yang tidak
diinginkan sebaiknya melakukan pengasuransian terhadap barang jaminan, agar bank
dapat mendapatkan ganti rugi dari kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut

serta tidak memberatkan nasabah (debitur).
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22/ KEP/ DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Dacrah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri.
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< Lampiran I

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUXKUM

JL. Kalimanten 37 Kampus Tagalhoto Kotak Pos © Jember 68121
& (03317535482 - 220482 Fax. 330482

Nemor 1695 /125.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran
Perihal P KONSULTAS)

n

1 Pebruari 2006

Yth. Direktur PD, BPR KOTA XEDIRI
di =
KEDIRI

Dekan Fakiltas Hukwa Uidver: ‘as Jembur Lecsama i dengan hormat

menghadapkan keoads Saudars ceorsue mahasisw -

N ! NDAH KURUTAKINGRUM ;
NIM 1010710101177

Progrom: ;8 ! Hmo Hukum

Alaga - Jl. Bandar Lor II B/3 No.25 KEDIRI

Moperiuan | Roasultasi tentaus Masalalh

Tinjauan Yurlc‘ws Terhadap Pelaksanaan Perjanjian
Kredit Dengan Jaminan Fiducia Dan Akibat Hukumniya
Fada Perusahaan Daerah BFR Kota Kec‘:LrJ.

Schubungai: dengun hal tersebr diztas kami mohun bantuan sec Lisupnya,
Rorena hLasil dari konsudlwasi ini digunakan untuk nele azkapi bahan
penvusunan Skriusi.

ALas bantuan dan kKeriasama yanz baik kami uc apkan terimakasiii.

2.1 Dekan

NIE. 131 120 382
Tembusan Kepada :
* Yth. Ketua Bagian/Jurusan . Keperdstaan -

s Yang bersangl-“tav
o Arsip
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PERSYARATAN KREDIT UMM

1.FOGTO COPY KTP SUAMI ISTER| 4 LEMBAR
2 FOTOCOPY KARTU KELUARGA 3 LEMBAR
3.FOTOCOPY SURAT NIKAH 3 LEMBAR

e

4FOTOCOPY SERTIFIKATEPEB 3 LEMBAR
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P BPR KJTA

Berhembang bersama

Nomor
Perihal Persetujuan Pinjaman

Kepada Yth

Sehubungan dengan permohonan pinjaman saudara tanggal

Lampiran 111

Bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui pinjaman saudara dengan ketentuan

persyaratan sebagai berikut

1. Jumlah Pinjaman e,
{

Tujuan Pinjaman

Jangka Waktu

Suku Bunga

Biaya Administrasi

Biaya Provisi

Pengikatan Pinjaman

Pembayaran Pinjaman

Jaminan Pinjaman

Lo~ bwmMN

10. Syarat-syaratlain

Demikian persetujuan pinjaman kami sampaikan apabila saudara menyetujui ketentuan dan
syarat-syarat pinjaman tersebut diatas, harap saudara menandatangani surat ini sebagai tanda

persetujuan

Atas perhatian serta kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih

Kediri,

Nama Jelas

Menyetujui

Nama Jelas
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‘20, BPR KOTA KEDIRI o
i, Erlangga 3 Kediri ampiran
ANALISA KREDIT

;} Kepada :  Direksi / Credil Management No. Rekening
| Dei : Credit Officer : Pinjaman Ke

Perhal Laporan Fenilaian Kredn Plafond lama
[ i o
Ji’ :

: £ UFiacic ' Permohonan : Rp. : ‘
| i«:’!"\:: Eq N T Jangka Waktu 7 bulan / tahun
| Ns. KTP/ SIM - Penggunaan v
p t Rp.
H Pekarjeaan . Angsuran P
il :
| I Karakter
\
I .
} Pengalamin

Kondisi 3 ‘

Prospek Usaha

Ln Kapasitas / Kemampuan
1 1 Kondisi Heuangan

Wicdal Kesja

i - Kas, Bank, Piutang, Persedian { Jumlah Kekayaan Rp,
rutang bank, hulanr dagang, hutang Isin jangka pendek : Rp. 5
Modal kerja netto . Rp.

Hasll Usaha / Pendapatan

= - Penjualan / Upah bulan Rp.

]! _ . Harga pokok pembelian / produksi / Pendapatan lainnya : Rp. 3
! Pandapatan Kotor (A ) Ao 7
Biaya operasional dan non operasional

! . Biaya Tenaga kera / Trasport / Listrik / Alr / Telron Rp.
'i . Angsuran bank Rp
] . Biaya lain-lain 7 Rp. 4
| lotal biaya operasional (B) : Rp.
!l Pendapatan sbim pajuk ( A-B ) Rp.
;![ . PPH . Rp.
d Pendapatan bersih / bulan (C) : Rp. i
‘ Einys Rumah Tangga Rp
Ny ) 4 Rp.
S el el Rp.
Jumlah (D) Rp.
Sdaya lain 1 Rp
‘ & Rp.
| Jumlah ( E) Rp. .
r} Total pengeluaran per bulan (O+E) ép.
]
! Penghasilan bersth per bulan'C4{D+E) Rp.
E ti. . Barang Jaminan ~
! e
J[ 5
:! Nilai Taksusi © * Rp. Perbanding: 1:___
i
| IV, Kesimpulan A/O
| lengetahui / MEIJ'\)"%]U!L.LI"' L e

Dewan Pengawas Direksi
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'g]D)I.R BPR K\L‘)‘TA Lampiran V

Berkembang bersama

PERJANJIAN KREDIT
No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| 1 Nama
Pekerjaan
Alamat
Dalam hal ini berlmdak untuk dan atas diri sendiri

2 Nama
Pekerjaan
Alamat
Dalam hal ini bertmdak sebaga|
Untuk selanjutnya yang tersebut diatas disebut PEMINJAM |

] - selaku PD. BPR KOTA KEDIRI dalam hal ini bertindak
dan atas nama BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA KEDIR| berkedudukan di Kediri. untuk
selanjutnya disebut BANK

PEMINJAM dan BANK dengan ini telah sepakat dan saling setuju untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syaiat
syarat dan ketentuan sebagai berikut -

PASAL 1
BANK dengan ini memberi kredit kepada PEMINJAM untuk tujuan

Dalam pemberian kredit kepada ﬁEMI'NJAM-degéén ini fJEerNJArf\HﬁéhfyafaRén telah menerima kredit dan BANK
dan PEMINJAM mengaku dengan sah telah berhutang dari BANK uang sebesar Rp
( ) jumlah tersebut belum termasuk bunga biaya

administrasi dan biaya- blaya Ialnnya untuk itu Per;anuan Kredit ini berlaku pula sebagai kuitansi atau tanda
penerimaan uang yang sah atas kredit tersebut

PASAL 2
Sehubungan dengan pemberian kredit tersebut PEMINJAM wajib membayar kepada BANK bunga sebesar
( oo .. ) perbulan atau sebesar Rp.

L

S TR A ST )

Sehap bulan d:hltung y e, -
Selain itu PEMINJAM dlwajibkan membayar prov15| i sebesar Rpe &0 ¢ . )
untuk setiap jangka waktu Perjanjian Kredit, dihitung dari jumlah seluruh kredit yang diberikan

PASAL 3
PEMINJAM dan BANK telah sepakat bahwa Perjanjian Kredit ini berlaku untuk jangka waktu ( |
bulan terhitung sejak tanggal dan akan berakhir pada tanggal

Pembayaran kembali atas kredit ini harus dilakukan oleh PEMINJAM kepada BANK yang mana PEMINJAM telah
sanggup dan berjanji tanpa syaral untuk melakukan pembayaran kembali atau melunasi hutangnya dengan cara
pembayaran yang telah disetujui antara PEMINJAM dan BANK sebagai berikut

a. Bunga dibayar setiap bulan sebesar Rp. _ e ) secara berturut-turul
tanpa terputus dan harus dibayar selambat- lambalnya pada tanggal setiap bulan
berkenaan.

b Pembayaran Pokok pinjaman dibayai
Untuk pertama kalinya pembayaran atas hutang PEMINJAM kepada BANK pada tanggal
dan berakhir pada tanggal '
PASAL 4
Apabila PEMINJAM lalai melakukan pembayaran menurut ketentuan Pasal 3 dalam Peranjian Kredit ini. hal i
cukup dibuktikan dengan lewatnya jangka wakiu tanggal pembayaran telah cukup membuktikan kelalaian
PEMINJAM atau PEMINJAM telah melakukan wanprestasi, maka PEMINJAM wajib membayar denda kepada
BANK sebesar 1% (satu prosen) setiap hari dihitung dari setiap keterlambatan pembayaran angsuran hutang baik
pokok maupun bunga yang sudah berlalu atau setiap pembayaran hutang baik pokok maupun bunga yang sudah
jatuh tempo tetapi belum dilakukan pembayarannya atau pelunasan

Denda mana seluruhnya harus dibayar dengan seketika dan sekaligus saa! ditagih oleh BANK

PEMINJAM menyetujui apabila batas waktu Perjanjian Kredit ini sudah berakhir tetapi belum dilakukan pelunasan
maka BANK berhak memperhitungkan pula denda-denda (penalty overdue) yang harus dibayar oleh PEMINJAM
kepada BANK sebesar 1% (satu prosen) setiap hari dihitung dari jumlah hutang yang belum dilunas: baik hulang
pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul atas kewajiban PEMINJAM, saat ditagih oleh BANK dar. harus
dibayar seketika dan sekaligus
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PASAL 5
Apabila PEMINJAM ingin_melunasi hutangnya lebih awal dari jangka waktu yang telah diperjanjikan maka
PEMINJAM dikenakan denda §% (lima presen) dari jumlah hutang pokok;

PASAL 6
BANK berhak sewaktu-waktu untuk mengubah tingkat suku bunga kredit, tanpa perlu pemberitahuan terlebih
dahulu dan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM. Dalam hal terjadi perubahan tingkat suku
bunga kredit, maka perubahan tersebut akan diberlakukan secara otomatis. Dan PEMINJAM dengan ini menyetujui
perubahan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BANK.

PASAL 7
Selama PEMINJAM mempunyai tunggakan bunga dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, maka setiap setoran

PEMINJAM kepada BANK akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran bunga dan
kewajiban-kewajiban lainnya.

PASAL 8
Apabila Perjanjian Kredit ini sudah berakhir tetapi PEMINJAM belum melakukan pelunasan, maka bunga, denda-

denda yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini tetap berlaku demikian juga persyaratan-persyaratan
lainnya.

PASAL 9
Menyimpang dari ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kredit ini BANK berhak untuk menagih seluruh hutang PEMINJAM
baik hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dengan seketika dan sekaligus tanpa suatu
peringatan lagi sehingga suatu peringatan dengan surat jurusita atau surat lainnya tidak diberlakukan lagi, apabila
timbul salah satu hal atau peristiwa seperti dibawah ini : -

a. Bila PEMINJAM lalai melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dalam Perjanjian
Kredit ini. Dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti cukup dan sah bahwa PEMINJAM telah
melalaikan kewajibannya.

b. PEMINJAM meninggal dunia, dinyatakan pailit, meminta penundaan pembayaran (surseance van betaling)
ditaruh dibawah pengampunan (order curatele), meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak mengurus
harta kekayaannya atau karena sebab apapun tidak dapat menguasai harta miliknya

c.  Menurut pertimbangan BANK, bahwa harta benda PEMINJAM menyusut atau berkurang dan yang dijanjikan
dengan Perjanjian Kredit ini menurut BANK tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas
hutang tersebut.

d. Bilamana barang yang masih berstatus barang yang dijaminkan oleh PEMINJAM berdasarkan Perjanjian
Kredit ini dipindahtangankan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK

e. Semua dokumen atau surat-surat yang diberikan kepada BANK tidak benar atau tidak sesual dengan
keadaan sebenarnya.

f.  Terjadi penyimpangan atas tujuan kredit yang diberikan.

PASAL 10
Segala harta kekayaan PEMINJAM, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang
akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan hutang PEMINJAM baik hutang pokok, bunga dan
biaya-biaya lainnya yang timbul karena Perjanjian Kredit ini maupun yang akan dibuat dikemudian hari beserta
setiap perubahan, penambahan atau perpanjangan dikemudian hari.

PASAL 11
Guna menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya hutang PEMINJAM, serta setiap
dan jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK, baik
hari ini maupun dikemudian hari, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun yang akan dibuat
beserta setiap perubahan penambahan atau perpanjangan dikemudian hari, maka PEMINJAM dengan ini
menyerahkan kepada BANK sebagai BARANG JAMINAN berupa :

Jenis Kendaraan

Merk Kendaraan
Warna / Tahun

No. Rangka / Landasan
No. Mesin

No. BPKB

No. Polisi

Atas Nama

Jenis Kendaraan

Merk Kendaraan
Warna / Tahun

No. Rangka / Landasan
No. Mesin

No. BPKB

No. Polisi

Atas Nama

—
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Nomor Sertifikat : Nomor Gambar Situasi :

Tanggal Gambar Situasi : Luas Tanah :

Terletak di :

Pemegang Hak :

Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan : Tanggal :

Nomaor Sertifikat : Nomor Gambar Situasi :

Tanggal Gambar Situasi : Luas Tanah :

Terletak di g

Pemegang Hak :

Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan : Tanggal : o

Disamping barang jaminan tersebut barang-barang jaminan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Perjanjian Kredit ini, dimana lampiran tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit
ini (SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI BARANG JAMINAN).

PASAL 12
Semua surat-surat dan buku kepemilikan BARANG JAMINAN tersebut wajib diserahkan oleh PEMINJAM kepada
BANK untuk disimpan oleh BANK. Dan setiap perubahan atau penggantian BARANG JAMINAN tersebut serta

perubahan atau perpanjangan Perjanjian Kredit ini, dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara
PEMINJAM dan BANK.

PASAL 13
PEMINJAM dengan ini menjamin BANK bahwa BARANG JAMINAN tersebut adalah benar milik dan / atau haknya
PEMINJAM sendiri, bebas dari segala sitaan, tidak diagunkan dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain
dan tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, dan juga tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai hak atas
nama BARANG JAMINAN tersebut, dan PEMINJAM mengambil alih segala tanggungjawab dalam bentuk apapun
juga, sebagai akibat tuntutan atau gugatan yang menyangkut BARANG JAMINAN tersebut dari pihak manapun
juga.

PASAL 14
PEMINJAM dilarang menjual, menghibahkan, menjaminkan / mengagunkan dan menyewakan BARANG JAMINAN
tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK, atau mengenai tata cara dan jangka waktu dan
pembayaran dimuka uang sewa, seperti termaksud dalam Pasal 1185 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 15
PEMINJAM bertanggung jawab sepenuhnya atas BARANG JAMINAN tersebut termasuk mengenai keadaannya,
jumlahnya, nilainya dan wajib memelihara, memperbaiki dan mengganti jika BARANG JAMINAN tersebut rusak,
hilang, berkurang nilainya atau tidak dapal dipakai lagi.

PASAL 16

Bila PEMINJAM tidak dapat atau lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit
ini, maka BANK berhak tanpa perantara Pengadilan dan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang
termaktub dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk langsung menjual BARANG
JAMINAN tersebut baik dimuka Umum maupun dibawah tangan, dengan harga yang dipandang cukup baik oleh
BANK, dan untuk keperluan tersebut PEMINJAM memberi kuasa mutlak dengan hak subtitusi penuh kepada BANK,
untuk menjual BARANG JAMINAN tersebut, Setelah penjualan dilaksanakan, hasil penjualan digunakan untuk
membayar hutangnya PEMINJAM berikut bunga, denda-denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul kepada BANK
dengan ketentuan jika hasil penjualan BARANG JAMINAN masih ada kelebihan BANK akan menyerahkan sisa
uang kepada PEMINJAM sedangkan jika hasil penjualan BARANG JAMINAN tidak cukup untuk melunasi
hutangnya PEMINJAM, maka PEMINJAM berkewajiban untuk melunasi hutangnya sampai selesai selambal-
lambatnya dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah diadakan penagihan BANK. Dan sejak itu seluruh harta milik
PEMINJAM dengan sendirinya menjadi jaminan bagi pelunasan hutang PEMINJAM, berdasarkan Perjanjian Kredit
ini, maupun yang akan dibuat dikemudian hari beserta setiap perubahan, penambahan atau perpanjangan
dikemudian hari.

PASAL 17
Kuasa-kuasa yang diberikan olen PEMINJAM kepada BANK didalam atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini,
merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan dengan demikian kuasa-
kuasa tersebut dapat dicabut atau berakhir karena sebab-sebab yang termaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.

PASAL 18
PEMINJAM menyatakan dengan ini menanggung semua akibat dari Perjanjian Kredit ini dan semua perjanjian
lainnya yang bersangkutan yang telah atau akan dibuat dikemudian hari, dan PEMINJAM menyatakan tunduk
dengan peraturan-peraturan dari BANK dan hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang atau dibuat dikemudian
walaupun tidak disebutkan dalam Perjanjian Kredit ini secara tersendiri.
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PASAL 19
Semua biaya yang bersangkutan dengan perjanjian Kredit ini baik sekarang-atau dikemudian hari, termasuk tetapi
tidak terbatas pada biaya malerai, biaya-biaya Akta-akla Notaris, biaya Notaris, blaya Pengacara, biaya Pengadilan,
biaya-biaya komisi kepada pihak ketiga yang menyangkut realisasi penggunaan dan penjualan BARANG JAMINAN
dan biaya-biaya lainnya yang menyangkut BARANG JAMINAN tersebut. menjadi beban PEMINJAM dan biaya-
biaya tersebut akan merupakan hutang PEMINJAM yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus saat ditagih
oleh BANK. Dan apabila BANK telah membayarkan lebih dahulu biaya-biaya tersebut maka PEMINJAM mengakui
bahwa jumlah yang telah dibayarkan lebih dahulu oleh BANK menjadi beban seluruhnya PEMINJAM dan biaya-

biaya tersebut merupakan hutang PEMINJAM yang harus dibayar seluruhnya dengan seketika dan sekaligus saar
ditagih oleh BANK.

PASAL 20
Apabila satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini tidak berlaku dan / atau bertentangan dengan
Undang-undang yang berlaku, maka keabsahan dan berkekuatan serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam
Perjanjian Kredit ini tidak terkena atau dikurangi dan dapat berlaku sesuai dengan Undang-undang yang ada.

PASAL 21
BANK berhak mengasuransikan untuk dan atas namanya sendiri BARANG JAMINAN, baik yang telah maupun
akan diserahkan oleh PEMINJAM kepada BANK, berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maupun yang akan dibuat
kemudian hari beserta sefiap perubahan, penambahan dan perpanjangan dikemudian hari, terhadap resiko
kebakaran atau resiko-resiko lainnya yang dianggap perlu oleh BANK, menurut syarat-syarat dan dengan
ketentuan-ketentuan serta untuk jangka waktu yang dianggap perlu oleh BANK. Semua biaya-biaya asuransi
tersebut menjadi beban PEMINJAM dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus saat ditagih oleh BANK

PASAL 22 V
PEMINJAM menyatakan dan menyetujui bahwa BARANG JAMINAN yang dijaminkan kepada BANK dengan
Perjanjian Kredit ini, boleh atau dapat dijamin ulangkan kepada BANK LAIN atau kepada lembaga keuangan atau
kepada pihak manapun yang dikehendaki oleh BANK sepanjang PEMINJAM belum melunasi hutangnya

PASAL 23
Setiap angsuran yang sudah dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK tidak dapat ditarik kembali, sehingga apabila
PEMINJAM melakukan sekaligus beberapa angsuran, maka angsuran tersebut akan diperhitungkan sebagai
angsuran periode berikutnya. Semua pembayaran harus dilakukan di Kantor Bank atau kuasanya dengan
mendapal tanda bukti penerimaan yang sah dari BANK.

PASAL 24
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini akan diatur dalam bentuk lainnya yang akan ditetapkan
oleh pihak BANK. Penyerahan kembali BARANG JAMINAN yang dinyatakan di dalam Perjanjian Kredit ini
dilakukan setelah PEMINJAM melunasi seluruh kewajibannya kepada BANK dan harus dilakukan oleh
penandatangan Perjanjian Kredit ini atau dengan surat kuasa bermaterai cukup dan dapat dibuktikan dengan
keabsahannya dan apabila ternyata terjadi salah penggunaan atas kuasa tersebut menjadi tanggung jawab
sepenuhnya oleh PEMINJAM.

PASAL 25
Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya serta penyelesaiannya para pihak
memilih domisili yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

PASAL TAMBAHAN

Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat di Kediri dan setelah dibaca, dimengerti dan disetujui isinya, kemudian
ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini tanggal

PEMINJAM PD. BPR KOTA KEDIRI

PENJAMIN
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Lampiran VI

Bank Perkreditan Rakyat
PD. BPR KOTA KEDIRI
JL. Erdangga No. 3 Kediri

Pengakuan FHutang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Pekerjaan :
Dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
tinggal / berkedudukan di
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU / DEBITUR.

2. Nama . Tri Waspodo, SE Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas

nama PD. BPR Kota Kediri yang berkedudukan di Jalan Erlangga No. 3 Kediri untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA / BANK.

3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA / PENJAMIN

PIHAK KEDUA / BANK menerangkan bahwa PIHAK KESATU / DEBITUR benar-benar dan dengan syeh berhutang
kepada PIHAK KEDUA / BANK pinjaman uang sebesar penerimean uang tersebut akta ini dinyatakan
berlaku pula sebagai tandapenerimaan yang syth (kwitansinys) dan PIHAK KEDUA / BANK menerima dengan baik
pengakuan hutang dari PIHAK KESATU / DEBITUR.

Sehubungan dengan pinjaman / hutang tersebut PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA teleh sepakat bahwa pengakuan
hutang tersebut dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan scbagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KESATU / DEBITUR telah menerima pinjaman / hutang dari PIHAK KEDUA / BANK sebesar
dengan bunga yang telah ditentukan sebesar % per Tahun Sistem bunga , dengan jangka waktu
bulan dari tanggal sampai dengan tanggal

PASAL 2 .
PIHAK KESATU / DEBITUR wajib membayar angsuran (pokok dan bunga) paling lambat pada t=37gal pads
bulan yang berkenaan den untuk pertama kalinya angsuran dilakukan pads tanggal dan demikian

seterusrys hingga berakhir pada tgl
PASAL 3

Semua pembeyaren harus dilakukan oleh PIHAK KESATU / DEBITUR kepada dan di kantor atau tempat yang ditunjuk
PIHAK KEDUA / BANK dengan menunjukkan kartu angsuran dan PIHAK KESATU / DEBITUR memperoleh Tanda
Bukti Pembayaran (Nota Debet) dad PITHAK KEDUA / BANK atsu kuasanya yang sysh.

PASAL 4
Apabila PIHAK KESATU/ DEBITUR terlambat membayar angsurannya dikenakan denda keterlambatan sebesar %
/ hari dan dihitung dari besarmnys sngsuran yang seharusnya dibayar. Dan apabila PTHAK KESATU / DEBITUR terlambat
seharusnya dilunasi. : . s 25 spi

PASAL S
Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diatas, PIHAK KEDUA / BANK berhak menagih piutang kepada /
terhadap PTHAK KESATU / DEBITUR seketika dan sekaligus :
1. Jika PIHAK KESATU / DEBITUR lalai dan kelalain ini sudsh cukup dibuktiken dengan lewatnya waktu | (satu) han
sejak pembayaran tersebut atau PIHAK KESATU / DEBITUR tidak / kurang menepati janji-janjinya menurut akta ini.
2. Jika PIHAK KESATU / DEBITUR meninggal dunis sebelum melunasi hutangnys.
3 Jika PIHAK KESATU/ DEBITUR ditaruh dibawah pengarpuan (curatele) atau karena dengan cara apapun kehilangan
hak untuk mengurus harta benda kekayaannys.
4 Jiks menurut pertimbangan PIHAK KEDUA / BANK behwa harts bendaa (kekayaan) PIHAK KESATU / DEBITUR
menyusut berkurang.
Jika benda (kekaysan) PIHAK KESATU baik seluruh atau sebagiannys secara apapun dikenakan penyitaan.
Jhwmmmldhmmbmymdijamhhnohhﬂmwwwdnwhnakt ini akan atau telah
dipindah tangankan secara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan PTHAK KEDUA / BANK.

o
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PASAL 6
Semua biaya untuk menagih hutang menurut akta ini, antera lain biays-biaya teguran/peringatan akibat kelalaian membayar
dari PIHAK KESATU / DEBITUR dan untuk kuasa PIHAK KEDUA / BANK, demikian pula biays-bisya
(ongkos-ongkos) lain yang ada (mungkin timbul) sechubungan dengan hutang PIHAK KESATU / DEBITUR menurut /
berdasarkan akta ini harus dipikul dan dibayar PIHAK KESATU. f

PASAL 7 :
Untuk menjaminkan lebih kuat dan pasti PTHAK KESATU/DEBITUR akan membayar semua hutang baik pokok, bunga
dan bmya-bmya lainnya kepada PIHAK KEDUA / BANK sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang diperjanjikan
menurut akta ini maka PIHAK KESATU / DEBITUR dan atau PIHAK KETIGA / PENJAMIN dengan akta tertanggal hari
ini memberi jaminan kepada PIHAK KEDUA / BANK atas barang-barang milik PTHAK KESATU / DEBITUR dan atau
PIHAK KETIGA / PENJAMIN sebagai barang jaminan berupa :

1. Kendaraan Roda Dua
Jenis Kendaraan : Wama/Th
Merk / Type ; No.Polisi
No. Rangka : No.BPKB
No. Mesin : Atas Nama
Alamat

Kendaraan Roda meat-

Jenis Kendaraan : Warmna/Th.
Merk / Type : No.Polisi
No. Rangka i No.BPKB
No. Mesin : Atas Nama
Alamat :

2. Tanah dan Bangunan

Bukti Kepemilikan No.S.U,

No Bukti Kepc:mhkan No.G.S.

Luas Tanah Dikeluarkon Oleh
Pemegang hak : Tanggal

Lokasi :

Bukti Kepemilikan : No.S.U.
No.Bukti kcpe.rmhkan No.G.S.

Luas Tanah Dikelusrkan Oleh
Pemegak hak : Tanggal

Lokasi !

Apabila terjadi wanprestasi / kelalaian atas apa yang diperjanjikan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU / DEBITUR
kepada PIHAK KEDUA / BANK maka PIHAK KESATU / DEBITUR dan atau PIHAK KETIGA / PENJAMIN memberi
hak kepada PIHAK KEDUA / BANK untuk menjual, mengambil dan / atau memindahkan hak atas barang yang dijaminkan
untuk melunasi hutangnya sesuai dengan harga pasar atan yang dianggap baik oleh PIHAK KEDUA / BANK.

Disamping pemberian hak dari PIHAK KESATU / DEBITUR kepada PIHAK KEDUA / BANK untuk menjanmin atas
pelunasan, PIHAK KESATU / DEBITUR dan atau PIHAK KETIGA / PENJAMIN memberi Surat Kuasa Khusus kepada
PIHAK KEDUA / DEBITUR untuk mengambil, memindahkan hak atau menjual barang-barang yang dijaminkan.

Kuasa Khusus ini tidak dapat dicabut atan batal oleh sebab apapun selama hutang PIHAK KESATU / DEBITUR kepada
PIHAK KEDUA / BANK belum dibayar lunas.

PASAL 8
Semua biaya yang timbul atas pembuatan akts ini dibebankan kepada dan harus dibayar oleh PIHAK KESATU / DEBITUR
secara tunai pada saat penerimaan vang pinjaman kepada PIHAK KEDUA / BANK.

PASAL Y
Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan akibat-akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan
urnum di Kantor Pengadilan Negeri Kota Kediri *

Kediri
PIHAK II/ BANK PIHAK II PIHAK I / DEBITUR
PD.BPR KOTA KEDIRI

TRI WASPOLU,SE
Direktur Utama _Penjamin Peminjam/Debitur
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Lampiran VII
- PGUSBPR KOTA KEQIRI

J Edangga No 3 Kedin

CHECKLIS SURVEY DAN TAKSASI JAMINAN

Tenggsl Burvey - Ll £ : - : | \
Nama Nasabah '

No. Telepon [ Tl _ el s T " i
Alamal sesuai KTP

Alamal sebelumnya A 0 g,
“

Berapa lama menempati

Status rurnah yang dilempall
Konaisi rumah yang ditempal

Lingkungan alamat yang UIS'.H_VL'y N

Barang yang outharga yang dimilik: ] A ~ ‘

— $ 3 "~ ———
Pengalaman ker: [ N

Kewajiban Calon Nasabat PLN

_Telopon | Kredi I
] N

I
Jumlah langgungan / Blays hidup Jiwa | Fp
Pongalaman us

4

&na

KHUISUS SWASTA
- Omeset Penjualan

- Blaya Operasional / OV , |
1= Profit margin

- Pandapatan lair

‘=

JAMINAN YG DINILAI

RSN A, G KENDARAAN N
Alas nama Alas nama i
Alamat = Alamal o8 1
Hub dg debitur Hub dg debilur !
Gukli kepemitikan

el Merk /! Type e
iNomer Sentifikal = Tanun !
Il uas T ! Nomor Polis e
iGambar Situas: S g=ci g Nomor Mesin oL
enggeiGs T o e 4 3 INomorRengka | : ‘
Jatdh leimpe i B VR T Nomor BPKB
{KONDISI JAMINAIN

|
|
!
|

: -
- Y e _HASIL TAKSASI .
p Penncian | Luas T Farga EF‘C‘“‘.-’USLJIM‘-' Nilai Keterangan / Sumber Informas
L b WA Pt | _|_Taksasi

iTanun ' g Y -

iS_:inqu. 12

]
P S

- |
| RN S .
Kendaraan | L oma & _i 3

l
i Opirv Per‘xlar:';,:;lur:aru T T
'

) ¥ S LR

Mengutahu

e R I O T R
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EAMK PERKREDITAMN RAKYAT Lampiran VIII
PD RPR KONTA
3 Erlanz=a Mo 3 Koz Loy

PERJANJIAN PENYIRAHANMHAK & MILIK
DALAM upzm:‘u.u:-: ATAS BARANC - BARANG
( FIDUCIAIRE EIGENDOM OVERDRACHT |

7ang bertanda tangan dibawah

It :.:i.c-c artik & &1as nama rama dird sendiri
at tinggal / bergedudukan d
".rux selaniutnya disebut | PIHAR KESATY/ DERITUE

T K
T ' W

2 |

o

B

r:

A

2 Tri Waspodo, SE Tabztan Direktur Utama
Derlndak untux & atas nama PD. BPR Kota Fedin, barkedudukan di Jalan Erlangga No. 3 Kotas Kediri
Yapz selanjuinva disebut PTHAR KFETYUA / B ANK

bortempat tingpal / berkedudukan d

Unmuk selamutrea disebut - PIHAK KETIGA | PENIAMIN
Iilsneranzkan bahwa unnuk lebin memamin keeuban pembayvaran iwmas selundh kewanban, kepada PIHAKE KEDUA
BANE terdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomey Tangzal berikut segala perubahan | penambahanys
dikemudian hari, maka PIHAK KESATU ¢ GEEITUR dan atay PIHAK I'—'.E.TI"A / PENTARDY dengan ini menyerahian
hak milik PIMAK KESATU / DEEITUR dan zrau " PENTAMIN zecara fiduciaire kspads PIHAY
EEDUA / SANK stas parang-barang yang :La_u-s;‘.\a-. ; npe, berikut barang-barang yang dikemudian ha
a.r._. gl oleh PIHAK KESATU ¢ :EEHU": L EETIGA ¢ PENJAMDN Selarjutnys d
9 'l'u: _" l "'I"T.;T.T

DIHLF KEDU L / BANK denzen ind raenyarekan irra bk raillk secars Diduciars atas harang-berang
daiam daftar terlampir. dan menyerahkan kernball itk dipunam pakas oleh PIHAX KESATU / DERITUE

PHAK KEDUA /BANK, PIHAXK KESATU/DERITUF. dan srau PIHAK KETIGA  PENJAMIN celanjutnys menyatujii
bshws penverahan hak milik tecars fiduciawe stas barang-barang tersebut dilalukan dengan syarat-syarat dan ketentuar
artku

Paggl 1.
Penyerzhan Earang-barang vang telah ada berlsku termntung sejak 3231 Perjaniian i ditanda t..mg.m sedangkan mengenal
Barang-barang vang dikemudian han akan dimiliki oleh PIHAK KESATU / DEBITUR dan atau PTHAE EETIGA

BE} _l.-.]mu, penyerahan secara fiduciare i berlake terlutung sejak tast PTHAR KESATU / DEBEITUR rmenjadi pemilik
dari Barans-bareng tersebut

Pacal 7
Sejak berlakunya penyerdhan hak nuiik secars fiduciaire sepery tersebut pads Pazal 1 distas, PIHAK KEDUA NE,
merniniankan Farsng -barang tersebit kepada PIHAK KESATU ¢ DEBITUR dan atau PIHAK EETIGA / PENIALEY
dengan Retsituan bahvw s perninjarn it skan berakhir dengan sendirinya dalam hal
3 Hutang (Alas dasar mana barang-barang tersebut dizerahkan sebagal jammannys) telah dapat ditagth kernbaly stan
Tika Barang-varang tersebut diserahken kembali oleh PIHAX KEDUA / BANK pada PIHAK EESATU / DESITUE 2an
atau FIn 4K KEETIGA / PENTAMIN |, karena hutan z berikut kewa)ivan lainnya relah dilimaz:

ol

Tehitung =£)ak tangzal perjanjian ind ditanda angani, PIHAK KESATU / DEEITUR dan stau PIHAK KETIGA
BENTAMTN hikan lag s&baga: pernilik dart Bayanz-Yarang tersebut, melainkan sebagai perninjam saja

THAK EEDUA / }Zr..-ZK Eerhak sewaku-wau dapat meminia kembali Barang-barang tersebut, dalam hal dimana
PIHAK KESATU / DEBITUR dan sau PIHAY KETIGA ; PENJAMIN diwsiibkan atas bisvanys sendiri menvershkan
Barang-barang tersebut kepada PIHAK KEDU s / BANE dalam waktu 3 {tigs) hari setelah penmintaan pertarma DIHAY
KEDUA/ BANK dilaksanakan

Fasal 3.
PTHAK KESATU / DEBITUE dan stan PIHAK KETIGA / PENJAMDY menyatakan telah menernns Barang-harang
Lersebut sebagar titipan, baik Barang-harang yang telah ada maupun yang akan dimiliki kemudian hart, untuk dicimpan dan
diperzunakan dengan baik-batk zezua dengan winannva

Pasal 4.
PIHAE Z".':“.Z.‘.'!"'J ! DEBITUE, dan atau PIHAX KETIGA / PENJSWTN bertanggung jawal untuk memelifiar

sarang tersebut distaz oengjr 2=k r.-,a:kn"a dan meigkukan pamaﬂ'an perbaikan yang dianggay perl

liharaan, pervaikan v penyusutan & kemgian-kerngian lzin reniadi behay

h PintX KESATU/ EBA; uKR dnr: atau PLHAK B:ETJU; LS PENTALIN
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Pasal 5.
DUIAE. KEDUA /B ANK, sétigh waktu berhak rimrymsuis terapat difnahs Harang-barang ity berads. rernerikss keadaarnya
& juga berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan seniua perbuatan yang seyogyarya harus dilakukan oleh PIHAK
WESATU / DEEITUR dan atau PIHAK KETIGA / PENTAMIN untuk mempertshankan Barang-barang itu dalam keadaan
yang sebak-baiknys, jika PIHAK KESATU / DEBITUR dan stau PIHAK KETIGA / PENJAMIY lalai melakukannyas,

maka zezela kerugimn yang diderita DIHAK KESATU / BANK menjadi beban tanggungen den dibayar oleh PTHAK
KESATU /DEBITUR dan atan PTHAK KETIGA / FENTAMIN.

Pasal 6.
DPIHAK EESATU / DERITUR dan atsu PIHAK EETIGA / PENTAMIN dengan ini menjamin PIHAK KEDUA / BANKE
behwa barang-barang it sdalah benar-benar hak miliknys PIHAK KESATU / DEBITUR dan stau PIHAK KETIGA /
DENJAMIN sendiri, tidak ada orang atau pihak lan yang ikt berhak dan / atau ikut memilikinya, bebas dan segala sitaan,
ikatzn otau hmtutan hukum (Vrij van alle lasten ) dan juga belum dijual atau dilaporkan atau dijaniikan untuk dijual /
dioperkan dengan bagaimanapun kepada orang atau pihak lzin

Pasal 7.
Sarang-barang dan / atau bagian-baglannya yang tidak dapat dipakai lagi selama berlaknys perjanjian ird wajib diganti
dengan barang-barang dan / atau bagiannya yang baru oleh PIHAK RESATU / DEBITUR dan atau PTHAK EETIGA /
PENJAMIN Penggantian mana termasuk dalam penverahan hak milik secara fiducigire menunit perianjian ini, karenanya
segala ketenmuan-kerentuan dalam per) anjian ini berlaku juga terhadap penggantian tersebut.

Pasal 8.
DIHAK KESATU / DEBITUR dan atau PIHAK KETIGA / PENJAMIN dilarang untuk menyewakan, rnerminjamkan,
menjaminkan dengan cara bagaimanapun jugs atsu memindah-tangankan dengan cara spapun juga barang-barang itu
kepada orang atau pihak lain

Pasal9.
Khusus untuk Barang-barang perdagangan, PIHAK KEDUA / BANK dengan ini member: kuasa kepada PIHAK EESATU
J DERITUR dan stau PIHAK KETIGA ( PENJAMDY untuk menjual barang-barang tersebut (barang perdagangan) dengan
Kkecentuan bahwa setiap waki nilai / harga dari parang-barang tersebur ditetapkan oleh PIHAK KEDUA / BANK sedikitnya
rarus rnerapuryai nilai / harga Rp.47.200.000 - PTHAK. KEDUA / BANK herhak sewsktu-waktu renarik kercbeli kussa
tersebut.

T'assl 10.
PIHAK KESATU / DEBITUR dan atau PIHAK KETIGA / PENJAMIN wajib mengasuransikan barang-barang itu ternadap
kebakaran, kehilangan & lain-lain bahaya yang disnggap perlu oleh PIHAK KEDUA/ BANK, kepada Perusahaan Asurans!
vang diturguk / disetujui oleh PIHAK KEDUA / BANK, hingga juralsh yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA / BANE
dengan reernmjuk PIHAK KEDUA / BANK tohagai pinak yang berhak menerima permbayaran ganti rugi ssuransinys
(Barker's Clause). PIHAK KESATU / DEEBITUF dan atsu DPIHAE EETIGA / PENJAMIN berkewsjiban untuk

menyerahkan kepada PIHAK KEDUA/BANK asli polis asuransi yang bersangkutan.

Pasal 11.

Jiks hutang atau sisa hamang itu berikt bunga & biaya-biaya lainnya stas dasar mana barang-barang tersebul dizerahkan
sebaga) jaminan, tidak dibayar kemball & atau barang-barmg aau sebagian barang-barang ity disita cleh orang atau pthak
lain atau jika terjadi sslsh satu keadaan yang menyshabkan hutang tersebut dapat ditarik segera Tian sekaligus oleh PIHAK
KEDUA / BANK sesusi dengan ketentuan yang termakiub dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas berikut dengan segala
peruhghan/penarnbehanrye dikernudian hari sraw epabila PIHAK KESATU / DEBITUR dan atau PIHAK KETIGA /
PENJAMIN tidak memenuhi salgh satu syarat dari perjanjian in atau perjanjian lain yang telah atan permnyataan lalal
terlebih dahulu, berhak untuk meminta kembali barang-barang tersebut dan, barang-barang tersebut dalam wakwi paling
larmbat 3 (tiga) hari terhihmg sejak tanggal perrnintadn pertarna dari PTHAK. KEDUA / BANK.

Pazal12.

Eilamana PIHAK KESATU / DEEITUR dan atau PIHAK EETIGA / PENJAMIN tidak menyershkan Barang-barang
sersebit dalarn welktu yang telsh ditetapkan dalam passl 2 & 11 diatas, maka PIHAK KEDUA / BANK berhak untuk
rmengambil barang-barang tersebut dari PIHAK KESATU / DEBITUR dan atau PIHAK KETIGA / PENJAMIN & atau
pihek lsin yang memegang / menguasasi barang-barang tersebut secara paksa, jika perlu dengan bantuan alal negars
Semuanya atas bigya yang ditanggung & dibayar oleh PIHAK KESATU / DEEITUE..

PIHAK KESATU / DEBITUR dan stau PIHAK KETIGA / PENJAMIN dengan ini berjanji & mengikat diri kepada
PIHAY, KEDU L / BANK untuk tidak melakukan tindakan apapun yang merintangi usaha PTHAK KEDUA / BANE unfuk
rrelaksanakan hal-hal tersebut distas & atas tindakan rnana PIHAK KESATU / DERITUR dan atau PIHAK EETIGA /
PENTAMIN membebaskan PIHAK KEDUA / BANE dari segsla nntutan dalamn bentuk apapur, baik yeng datangrys de
DIHAK KESATU / DEBITUR dan arau PIHAK KETIGA / PENJAMIN maupun dari pihak lain

Pasal 13.

PINAK KEDUA / BANK berhak menjusl, memindahkan & menyerghkan bareng-barang tersebut baik dihadapan wnum
maupun dibawah tangan, dengan cara, harga & syarat-syaral yang dianggap baik oleh PIHAK KEDUA / BANK zendir,
pada setigp waktu yang dianggsp batk oleh PIHAK. KEDUA / BEANK setelsh dikemnbalikan barang-barang 1t atau setelall
diambi! kembali oleh PIAK KEDU A / BANK tanpa PIHAK KEDUA /BANK periu

mendapat persetujuan terlebih dahulu dani PINAK KESATU / DEBITUR dan atau PIHAK KETIGA / PENTAMDN, PIHAK
FEDUA / BANK Berhsk untuk mempergunakan hasi) bersih dari penjusian barang-barang itu setelah dipotong ongkos-
ohigkos akan telapi lidak terbatas pada Ongkos-Ongros penjualan, untuk merbayar bunga, biays-biaya lain Dan hutang
pokok vang timbul berdasarkan Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas berkut segala perubshan/penamb shannya
dikemudian hari Jika eda sisanya makas PIHAX KEDUA / BANK harus mengembalikan sisanya itu kepada PIHAK
KESATU / DERITUR tanps diharuskan membsayar bunga atau ganti rugi berupa apapun juga.
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Pagal 14)
araban hak milik secard fiduciaire raerunut Penaniian inl atas barang-barang tersebut distas dilakukan dengan
ar; behws bilamana hutang { ftas Dasar mana barang-barang térsebut disershkan sebagai jaminan ) telsh dibayar
[umas dengan segera & secara sebagaimana mestinya berikut bungs & biaya-biaya larinya kepads PIHAK KEDUA / BANK
mzks DIHAK, EEDUA / BANE wajib menyerankan kernbali hak milik PIHAK KESATU / DERITUF. dan atsu PIHAK
KETIGA / PENJAMIN atas barang-varang itu dengan suatu penyerahan yang sederhana

Tasal 15,
Mengenai perjanjian ini & segala akibat hukumnya kedus belzh pihek memilin domisih umnum & tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Kediri.

Eediri,
PH:K TI/BANK PTHAY, TI/PENTAMIN PIHLY. 1 /DEBITUR
PD. CPR KOTA KEDIRT
TRIWASPODO SE
Direxlwr Ulama Penjamin/stri Penunjan/Debitur
LAMPIRAN
PERJANJIAN PENYERAHAN HAK & MILIK
DALAM KEPFRCAYAAN BARANG - BARANG
(FIDUCIAIRFEIGENDOMSOVERDRACHT)
| JUMLAH !
[ JENIS BARANG | Kendaraan bermiotor dengan rincian sebagsl berikut . |
Terns Kendaraan | | Wams/Th |
! Merk / Type | { No.Polisi |
i | No Eangka | No RRKE J'
(NoMesin 1~~~ |dmecNa il
| Algraat
{ Jerus Hendarasn | i Wamna/Th i -
"Merk / Type ! | Mo Polizi 1 |
[ No. Rangks s No BPKE |-
| No. Mesin } ArgsNama | B
! Algrnat s |
I NTLAI TAKSASI :
| TEMPAT Kendaraan bermotor di |
| PENYIMPANAN [EPEE Ash di KANTOR PDEPR KOTAKEDIREI Tl Erlangga No 3 Kots Kedini |
Keadiri, 22 Potraan 200
POIAX I/BANK POHA¥ ODLPENIANIN PIHAK 1 /DEBITUR
PDBPR KOTA KFDIRI

TRI WASPODO SE

Dirskar Utarna © Perjaminlsn Parpirgara/Debinar
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Lampiran X
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"PD. BPRK%)“‘rA
KEDIRI

Berkembang bersama

Lembar 1 : Nasabah
Lembar 2 : Bank

TANDA TERIMA

TELAH DITERIMA DARI
Nama

Pekerjaan

Alamat

Berupa :

[J Kredit Baru
O Penggantian

Untuk Keperluan
Jaminan

I:] Tambahan

Yang Menyerahkan

i, R Ll
Yang Menerima

Diterima dan dichek kebenarannya
Oleh Adm Kredit / Ba. Hukum

Disimpan Dicollateral File

Tanggal Tanda Tangan

Tanggal

Petugas Dual Custody



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran X

SURAT KUABA

Yang bertanda tangan dibawah 101 ©

e
AV
A% G and

Alamat

Memberi Kuasa dengan hak Subtitusi kepada PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Kedinn yang
diwakili oleh

Nama - Tri Waspodo SE
Jabatan - Direktur Ulama
Alamat . 1. Erlangga No.3 Kota Kediri

Untuk dan atas nama Pemberi Knasa melakukan tindakan-tindakan tersebut dibawah tn1. apabila
pemberi kuasa lalai dalam memenuhi kewajivan secuai dengan Perjanjian Kredit
Ne. Tanggal :

i, Untuk menyita dan mengambil barang jaminan beserta periengkapannya vang dipakai oleh
pemberi Kuasa atau orang lain berupa - kendaraan bermotor roda dua / empat |

[ Jenis Eendaram l | Wama/Th
| Merk / Type : | NoPolisi
| No Rangka . | Mo BDEE i
{ No. Besin | Aras Namms i |
| Alamat | |
[ Jenis Fenderaan L | Warmia/Th -
{ Merk / Type = W Y . | s i Molols o

Np Hangks - —1»1-10 RDKE -
{ Mo, biesin - | Arac Nama {
Flis.'ns'. j

). Memasuki ruangan tempai tinggal atau kantor Pemberi Kuasa atau ditempat lain dimana barang
tersebut berada/disimpan

Ly

Mengambil barang tersebut diatas jika berada dipihak lain siapapun adanya dan membawanya ke
tempat vang dipandang baik oleh Penerima Kuasa

4 Memberi persemjuan untuk mengambil alih kepemilikan atau mengadakan pemblokiran atas
STNK & BPKB zerta mengurus dan menyelesaikan balik nama kendaraan tersebut guna
kepentingan Penerima Kuasa, atas biaya pembert Kuasa.

3. Menjual barang tersebut diatas pada pihak ketiga menurut harea yang dianggap patut oleh
Penerima Kuasa dan memotong dari hasil penjualan untuk melunasi seluruh kewajiban Pembers
Kpasa

Surat Kuasa ini tidak dapat: dicabut’ diubah / dibatalkan sampai selurub hutang Pemberi Kuasa
kepada penerima Kuasa ( PD Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri ) dibayar lunas *

Kedin,
Yang menerima Kuass Yang member: Kuasa
PDEPR KOTA KFDIRI

(]
&
=

TRI WASPODO SF
Direktir Utama PeminjanmvDebitur
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Bde bt ini

BERITA ACARA

TS Al s el RRORORE 2|, T Yang -bertanda tangan 1 Masing- masing
anggota komite kredit PD. BPR KOTA KEDIRT “eluh memutuskan Hal-hal sebagai berikut -
DATA NASABAH
1. Nama Lengkap & Gelar - ke - Umyr E I'h.
2. Nama Panggilan Nl Nama Ibu Kandung -
3. Pendidikan Terakhir PN Lo P b __otalg s
4. Alamat Rumah
Desa/Kelurahan e T AY =
Kabupaten/Kodya el w = e R S e D
No.Telp./HP T N e e S WO
5. Pekerjaan A T —= NIP P o - R,
6. No.KTP Nasabah W0 L, KT _ Berlaku
7. No. NNP.W.P

DATA SU/.MI /ISTRI / PENJAMIN

0

1. Nama Lengkap & Gelar A _ Suami / Istri / Penjamin
2. NeXTP Suamulsmchnjamm rrrrr = iR SR Berlaku I
2. Alamat Rumah L
Desa/Kelurahan __ Al Kecamatan :
Kabupaten/Kodya a0
Nu.Tclp.IHP ______ » N W - -
4. Pekerjaan P S nll 2 L ¥
DATA PENGAJUAN KREDIT
1. Keperluan / Penggunaan - ( Modal Kerja / Konsumtif / Investasi ) /
2. Sektor Ekonomi el v R
3. Jangka Wakm o =it VLT BBvian Materai
| 4. Suku Bunga . NS %4 ER Sistem Bunga -
| 5. Biaya Administrasi

i I:.':n'npﬁ‘f?'ﬂ"Tl
dibawah in i

|

e Y% Biaya Provisi - o
t\' '*  DATAJAMINANKREDIT
L - SURNWRSRN . 3 i . 3

Harga Taksasi - Rp. h Harga N.JOP : kp.

Jumlah Kredit Yang Diajukan - Y R RN = k. e

fins : )

| Tumlah Kredit Yang Disetujui TR R e, G
b T e TOE Mg i NG s o 3
! NomerPK : ____/BPRKOT/ .
! * DIREKSI
|

! 1. Tri Waspodo, SE

_ 2.Ir. Agung AP : -
ADMINISTRASI KREDIT

| 1. Ka. Kantor I{as 2. Ka. Sub. Bag. A/O

3. Admin Kredit

4. Marketing

| Komite Kredit Muimal 3 (Tiga) Orang

I Account Officer

2 Adm. Kredit

3. Direkur

4. Direktur Utama

5 Dewan Pengawas

Dan Unsur Direksi 1 Orang, Administrasi Kredit | Orang Dan AO Ybs 1 Orang
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Lampiran X1I

PERHITUNGAN BULANAN POKOX & BUNGA TETAP
Pokok Pinjaman : Rp. 10,000,000
Bunga 1 19.20 % / Tahun
Jangka Wakty @ 24 Bulan
Tgl. Pinjan  : 29-04-2006
Jatub Tempo @ 29-04-2008

Angsuran
ke i Sisa
Tanggal Pokok Bunga Tabungan

1 129-05-2006 416,700 160,000 0f 9,583,300
2 129-06-2006 416,700 160,000 0f 9,166,600
3 [29-07-2006 416,700 160,000 0 8,749,900
4 {29-08-2006 416,700 160,000 0| 8,333,200
§ {29-09-2006 416,700 160,000 0 7,916,500
6 |29-10-2006 416,700 160,000 0 7,499,800
1 129-11-2006 416,700 160,000 0] 7,083,100
8 |29-12-2006 416,700 150,000 0] &,b66,400
9 129-01-2007 416,700) 160,000 0 6,249,700
10 {28-02-2007 416,700 160,000 0 5,833,000
11 129-03-2007 416,700 160,000 0] 5,416,300
12 {29-04-2007 416,700 160,000 0 4,999,600
13 {29-05-2007 416,700 150,000 0| 4,582,900
14 |29-06-2007 416,700 160,000 01 4,166,200
15 |29-07-2007 416,700 160,000 0F 3,749,500
16 |29-08-2001 416,700 160,000 0| 3,332,800
17 {29-09-2007 416,700 160,000 0 2,916,100
18 |29-10-2007 416,700 160,000 0} 2,499,400
19 129-11-2007 416,700 150,000 0f 2,082,700
20 129-12-2007 416,700 160,000 0 1,866,000
21 |29-01-2008 416,700 160,000 0 1,249,300
22 |29-02-2008 416,700 160,000 0 832,600
23 |29-03-2008 416,700 160,000 0 413,900
24 129-04-2008 415,900 160,000 0 0

10,000,000 3,840,000
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PERHITUNGAN BULANAN BUNGA MENURUN - ANUITET
Pokek Pinjaman : Rp. 10,000,000
Bunga + 32,00 % [ Tahun
Jangka Waktu : 24 Bulan Angs/Bulan Rp. 569,474
Tgl. Pinjam @ 29-04-2006
Jatuh Tempo @ 29-04-2008

Angsuran
ke Sisa
Tanggal Pokok Bunga Tabungan

1 [79-05-2006 302,804 266,670 0] 9,697,196
7 129-06-2006 310,879 258,595 0] 9,386,317
¥ 129-07-2006 319,169 150,305 0] 9,067,148
4 [29-08-2006 327,684 241,790 0F 8,139,484
5 [29-09-2004 336,419 135,085 0| 8,403,045
6 |29-10-2006 345,389 124,085 0] 8,057,656
1 129-11-2006 354,604 114,870 a1 7,708,052
B [29-12-2006 364,059 209,415 01 7,338,993
9 |29-01-2007 373,764 195,710 0] 4,965,229
10 {28-02-2007 383,734 185,740 01 6,561,495
11 |29-03-2007 193,964 173,510 01 6,187,331
12 {29-04-2007 404,44 165,000 0f 5,783,057
13 {29-05-2007 415,259 154,215 0f 5,387,798
14 (29-06-2007 426,309 143,145 0] 4,941,469
13 {29-07-2007 437,699 131,175 0] 4,503,770
16 {29-08-2007 449,114 120,100 0] 4,054,396
17 |29-09-2007 461,354 108,120 0] 3,593,042
18 [29-10-2007 473,659 95,815 0] 3,119,383
19 129-11-1007 456,289 83,183 0] 2,633,094
20 |29-12-2007 499,159 10,215 0f 2,133,835
11 (29-01-2008 512,569 56,905 0] 1,621,266
22 |29-02-2008 526,219 43,235 01 1,095,027
2% [29-03-2008 340,274 29,200 0 334,753
24 |29-04-2008 554,753 14,795 0 0

10,000,000 3,667,450
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Lampiran XIII

PD. BPR_K)’

JI. Erlangga No. 3 Telp. ( 0354 ) 699948 Fax. 671716
KOTA KEDIRI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 4os / BPR-KOTA/PKL/IV/2006

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama . INDAH KURNIANINGRUM
NIM : 010710101177
Program : S 1 llmu Hukum

Lembaga : Universitas Jember

Telah melaksanakan Konsultasi Tinjauan Yuridis Terhadap
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fiducia Dan
Akibat Hukumnya Pada Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri
di Kantor PD. BPR KOTA Kediri.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

S

;; % NI UPT PERPUSTALAMY

| e | UNIVERSITAS JEsimem |

Kediri, 07 April 2006
PD. BPR KOTA KEDIRI

Direktur
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